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Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami menghadirkan
Panduan Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu upaya untuk
meningkatkan kualitas dan kredibilitas aparatur sipil negara di LLDIKTI Wilayah V. Kami
menyadari bahwa disiplin PNS merupakan salah satu faktor kunci dalam menciptakan
pelayanan publik yang efisien, efektif, dan berkualitas. Oleh karena itu, kami
berkomitmen untuk mendorong dan mendukung PNS dalam menjalankan tugas dan
tanggung jowabnya dengan penuh integritas, profesionalisme, dan kinerja tinggi.

Panduan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi dan penjelasan yang jelas dan
lengkap mengenai peraturan-peraturan yang terkait dengan disiplin PNS, serta
prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam penanganan pelanggaran disiplin PNS.
Panduan ini juga bertujuan untuk memberikan pedoman bagi para pejabat pembina
kepegawaian, atasan langsung, unit pengawas internal, unit pengawas eksternal,
serta PNS sendiri dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin
PNS.

Kami berharap panduan ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak
yang terlibat dalam penegakan disiplin PNS. Kami juga mengharapkan panduan ini
dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas layanan publik dan
kepuasan masyarakat terhadap pemerintah. Kami mengucapkan terima kasih
kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini.
Semoga panduan ini dapat menjadi sarana untuk menciptakan PNS yang berdisiplin,
profesional, dan berintegritas.

Bandung, 05 Desember 2023
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan
Tinggi Wilayah 1V,

M. Samsuri
NIP. 197901142003121001
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LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

LAMPIRAN 2

LAMPIRAN 3

LAMPIRAN DALAM PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022

CONTOH PELANGGARAN DISIPLIN DI DALAM MAUPUN DI LUAR JAM KERJA

CONTOH KASUS PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA YANG DIKENAI HUKDIS RINGAN

CONTOH KASUS TIDAK MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA BAWAHAN UNTUK

MENGEMBANGKAN KOMPETENSI

CONTOH KASUS PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA YANG DIKENAI HUKDIS SEDANG

CONTOH KASUS PELANGGARAN KETENTUAN JAM KERJA YANG DIKENAI HUKDIS BERAT

CONTOH KASUS MENOLAK PEMBERIAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERATURAN.

CONTOH KASUS ATASAN DARI PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM JUGA MENJATUHKAN

HUKDIS

CONTOH KASUS KEADAAN TIDAK ADA PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN

CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS TANPA DILAKUKAN PEMERIKSAAN

CONTOH FORMAT BERITA ACARA PEMERIKSAAN

CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS OLEH PEJABAT YANG LEBIH TINGGI

FORMAT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN

CONTOH PENYUSUNAN TIM PEMERIKSA

CONTOH FORMAT PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

CONTOH FORMAT PEMBEBASAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

CONTOH PNS YANG DIBEBASKAN SEMENTARA DARI TUGAS JABATAN

CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS BERDASARKAN FAKTOR DAN DAMPAK YANG DITIMBULKAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS TEGURAN LISAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS TEGURAN TERTULIS

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMOTONGAN TUKIN 25% SELAMA 6 BULAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMOTONGAN TUKIN 25% SELAMA 9 BULAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMOTONGAN TUKIN 25% SELAMA 12 BULAN
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LAMPIRAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH SELAMA

12 BULAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMBEBASAN DARI MENJADI JABATAN PELAKSANA

SELAMA 12 BULAN

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS

PERMINTAAN SENDIRI

CONTOH KASUS PERTIMBANGAN DALAM MENJATUHKAN HUKDIS

CONTOH KASUS PNS YANG MELAKUKAN BEBERAPA PELANGGARAN DISIPLIN

CONTOH KASUS PENJATUHAN HUKDIS YANG LEBIH BERAT DARI HUKDIS YANG PERNAH

DIJATUHKAN KEPADANYA

CONTOH KASUS MEKANISME UNTUK DUDUK KEMBALI KE JABATAN SEMULA, SETINGKAT, ATAU

JABATAN LAIN

CONTOH KASUS PELAKSANA YANG MENDAPATKAN HUKDIS PENURUNAN JABATAN SETINGKAT

LEBIH RENDAH

CONTOH KASUS PELAKSANA YANG MENDAPATKAN HUKDIS PENURUNAN KE DALAM KELAS

JABATAN TERENDAH

CONTOH FORMAT KEPUTUSAN HUKDIS PENURUNAN KELAS JABATAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI

JABATAN PELAKSANA

CONTOH FORMAT SURAT PANGGILAN UNTUK MENERIMA KEPUTUSAN HUKDIS

CONTOH KASUS BATAS WAKTU SELESAINYA HUKDIS RINGAN

CONTOH KASUS PENGHENTIAN PEMBAYARAN GAJI PNS YANG TIDAK MASUK KERJA TANPA

ALASAN YANG SAH SECARA TERUS MENERUS SELAMA 10 HARI KERJA

CONTOH KASUS PNS YANG SEDANG MENJALANKAN HUKDIS KEMUDIAN MELAKUKAN

PELANGGARAN DISIPLIN DENGAN HUKDIS YANG LEBIH BERAT

CONTOH KASUS PNS YANG SEDANG HUKDIS KEMUDIAN MELAKUKAN PELANGGARAN DISIPLIN

DENGAN HUKDIS YANG LEBIH RINGAN

CONTOH PENURUNAN JABATAN SETINGKAT LEBIH RENDAH PADA INSTANSI YANG MEMILIKI

TINGKAT/ESELONISASI JABATAN
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PENDAHULUAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan unsur penting dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Indonesia. ?:'..“i!
Sebagai abdi negara dan masyarakat, PNS dituntut untuk memiliki
integritas, profesionalisme, dan kinerja yang tinggi dalam menjalankan
tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu, PNS harus senantiasa L
mematuhi peraturan perundang-undangan, kode etik, dan norma-
norma yang berlaku di lingkungan kerjanya.

Salah satu aspek yang menentukan kualitas dan kredibilitas PNS adalah
disiplin. Disiplin PNS adalah sikap dan perilaku PNS yang sesuai dengan
ketentuan hukum, peraturan, dan tata tertib yang berlaku di lingkungan
kerja PNS. Disiplin PNS juga mencakup ketaatan, kesetiaan, kejujuran,
tanggung jaowab, dan loyalitas terhadap negara, pemerintah, dan
masyarakat.

Dalom rangka penegakan disiplin PNS, pemerintah Indonesia telah
mengeluarkan beberapa peraturan yang relevan, antara lain:
e Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai
Negeri Sipil.
e Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang
Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 202]
Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Melalui peraturan-peraturan ini, pemerintah berusaha untuk mendorong
PNS untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritasnya
dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Panduan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan penjelasan
mengenai peraturan-peraturan tersebut kepada para pemangku
kepentingan terkait penegakan disiplin PNS. Panduan ini juga diharapkan
dapat menjadi acuan bagi para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK),
atasan langsung, unit pengawas internal, serta unit pengawas eksternal
dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan penegakan disiplin PNS.
Selain itu, panduan ini juga bermanfaat bagi para PNS sendiri untuk
mengetahui hak dan kewajibannya sebagai aparatur sipil negara.
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KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS

A. KEWAJIBAN

Kewajiban dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 94
Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dapat diringkas sebagai berikut:

Setia dan taat pada Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Pemerintah.
Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Melaksanakan kebijakan pejabat pemerintah yang berwenang.
Menaati peraturan perundang-undangan.

Melaksanakan tugas kedinasan dengan pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab.

Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilakuy,

®© 20 T Q

-

ucapan, dan tindakan.

g. Menyimpan rahasia jabatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangann.

h. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

i.  Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janiji PNS.

j.  Menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji Jabatan.

pm— k. Mengutamakan kepentingan negara daripada
pribadi,seseorang dan/atau golongan.
. Melaporkan hal yang membahayakan keamanan atau
merugikan keuangan negara.
m. Melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang.
n. Menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan
baik.
0. Memberikan kesempatan bawahan untuk mengembangkan
— kompetensi.

p. Menolak pemberian yang tidak sesuai dengan peraturan.

Hukuman terkait pelanggaran terhadap kewajiban PNS ini tercantum
dalam Lampiran 1 (Halaman 26).
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B. LARANGAN

Ketentuan larangan bagi seorang PNS berdasarkan Pasal 5 PP Nomor 94
Tahun 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Menyalahgunakan wewenang.

b. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi
atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain
yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan.

c. Menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain.

d Bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin
atau tanpa ditugaskan oleh pejabat pembina kepegawaian.

e. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh
pejabat pembina kepegawaian.

f.  Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau
meminjomkan barang baik bergerak atau tidak bergerak,
dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah. '

g. Melakukan pungutan di luar ketentuan.

h. Melakukan kegiatan yang merugikan negara.

i.  Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan.

] Menghalangi berjalannya tugas kedinasan.

k. Menerima hadioh yang berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan.

l.  Meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan.

m. Melakukan tindaokan atau tidak melakukan tindaokan yang
dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani.

n. Memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden,
calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota DPR,
calon anggota DPD, atau calon anggota DPRD dengan carad
sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran 2.

o. Tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Hukuman bagi
pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja tercantum
dalam Lampiran 3 (Halaman 32).

Hukuman terkait pelanggaran terhadap larangan PNS ini tercantum
dalam Lampiran 2 (Halaman 29).
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C.KEWAJIBAN DAN LARANGAN PNS
BERDASARKAN PERATURAN LAIN

Kewajiban dan larangan PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45
Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai

Negeri Sipil perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun
1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi PNS.

PNS akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat apabila melanggar
ketentuan sebagai berikut:

1.  Pemberitahukan perkawinan pertama atau perkawinan setelah
menjadi duda/janda dalam satu tahun setelah perkawinan.

2.  Mendapatkan izin tertulis untuk perceraian dan mencantumkan
alasan.

3. Memperoleh izin sebelum menikahi lebih dari satu istri.

4. Memberikan sebagian gaji kepada mantan istri jika perceraian
atas kehendaknya, kecuali jika istri berzinah, kejam, pemabuk,
pemadat, penjudi, atau meninggalkan suami tanpa izin atau
alasan sah.

5. Tidak berhak atas gaji dari mantan suami jika perceraian atas
kehendak istri, kecuali jika alasan istri adalah perselingkuhan,
kekejaoman, pemabuk, pemadat, penjudi, atau meninggalkan
istri tanpa izin atau alasan sah.

6. Hanya bisa beristri lebih dari satu jika memenuhi syarat
alternatif atau kumulatif, termasuk persetujuan tertulis, cukup
penghasilan, dan jaminan perlakuan adil.

7. Wanita PNS tidak diizinkan menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

8. Dilarang hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai
suami/istri di luar ikatan perkawinan yang sah.
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Ketentuan Disiplin PNS Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Perubahan Atas

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.

PNS diberhentikan dengan hormat jika:

1. Dihukum penjara minimal 2 tahun tanpa rencana dan tindak
pidana tidak merendahkan martabat PNS, memiliki prestasi kerja
baik, tidak mempengaruhi lingkungan kerja, dan ada lowongan
jabatan.

2. Dihukum penjara minimal 2 tahun tanpa rencana, tetapi masih
dipekerjakan jika ada lowongan jabatan.

3. Dihukum kurang dari 2 tahun tanpa rencana dan ada lowongan
jabatan.

4. Dihukum kurang dari 2 tahun dengan rencana, diberhentikan
dengan hormat.

5. Dalaom pidana penjara, tetap sebagai PNS sampai diaktifkan
kembali jika ada lowongan jabatan.

6. Diaktifkan kembali jika ada lowongan jabatan, jika tidak ada
dalam 2 tahun, diberhentikan dengan hormat.

7. Usia 58 tahun dan dalam pidana penjara, diberhentikan dengan
hormat.

PNS diberhentikan dengan tidak hormat jika:

1. Melanggar Pancasila dan UUD 1945.

2. Dipenjara karena kejahatan jabatan, kejahatan yang terkait
dengan jabatan, atau pidana umum.

3. Menjadi anggota/pengurus partai politik.

4. Dihukum penjara minimal 2 tahun dengan rencana, dan berlaku
sejak keputusan pengadilan final.
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TINGKATAN
DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021,
tingkatan hukuman disiplin PNS adalah sebagai berikut:

Hukuman Disiplin Ringan
1. Teguran Lisan
2. Teguran Tertulis
3. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

Hukuman Disiplin Sedang
1. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 6 bulan
2. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 9 bulan
3. Pemotongan Tukin Sebesar 25% Selama 12 bulan

Hukuman Disiplin Berat

1. Penurunan Jabatan Setingkat Lebih Rendah Selama 12 Bulan
2. Pembebasan dari Jabatan Menjadi Pelaksana Selama 12 Bulan
3. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri

Catatan:
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TATA GARA PEMANGGILAN

Berdasarkan Pasal 34 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6

Tahun 2022, tata cara pemanggilan PNS yang diduga melakukan
pelanggaran terhadap hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

1. PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dipanggil
secara tertulis oleh atasan langsung atau tim pemeriksa.

2. Pemanggilan tertulis dilakukan paling lambat 7 hari kerja
sebelum tanggal pemeriksaan.

3. Jika PNS tidak memenuhi panggilan pertama, dilakukan
pemanggilan kedua paling lambat 7 hari kerja setelah tanggal
seharusnya pemeriksaan sesuai surat panggilan pertama.

4. Jika PNS tidak hadir pada tanggal pemeriksaan kedua, Pejabat
yang Berwenang Menghukum dapat menjatuhkan Hukuman

5. Disiplin berdasarkan bukti dan keterangan yang ada, tanpa perlu
pemeriksaan.

TATA GARA PEMERIKSAAN

Tata cara pemeriksaan untuk terduga pelanggar Disiplin PNS

berdasarkan Pasal 35 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Atasan langsung atau tim pemeriksa menyesuaikan tanggal
pemeriksaan dengan waktu yang diperlukan untuk pengiriman
dan penerimaan surat panggilan.

2. Sebelum pemeriksaan, atasan langsung atau tim pemeriksa
secara cermat memeriksa semua laporan dan bukti terkait
Pelanggaran Disiplin yang diduga dilakukan oleh PNS yang
bersangkutan.

3. Pemeriksaan hanya dihadiri oleh PNS yang diperiksa dan
pemeriksa.
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Kemudian Pasal 36 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6
Tahun 2022 menjelaskan secara lebih rinci terkait tata cara pemeriksaan

dalam uraian berikut:

1. Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin dapat dilakukan secara tatap
muka langsung atau virtual.

2. PNS yang diperiksa harus menjawab pertanyaan dari atasan
langsung atau tim pemeriksa.

3. Kesulitan yang dilakukan oleh PNS dalom pemeriksaan akan
dicatat dan dapat memperberat hukuman.

4. Hasil pemeriksaan dicatat dalam berita acara pemeriksaan

5. Berita acara pemeriksaan digunakan sebagai dasar keputusan
Hukuman Disiplin dan mencantumkan Pelanggaran Disiplin yang
dilakukan oleh PNS.

6. Jika Pelanggaran Disiplin berat, atasan langsung melaporkan
secara hierarki kepada PPK (Menteri) atau pejabat lain yang
ditunjuk disertai BAP untuk membentuk tim pemeriksa.

7. Jika kewenangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin ada pada
pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung waijib
melaporkan secara hierarki disertai BAP dan laporan hasil
pemeriksaan.

8. Jika informasi dalam berita acara pemeriksaan dianggap tidak
akurat, PNS diperiksa dapat mengoreksinya.

9. Jika PNS diperiksa menolak tanda tangan, pemeriksa cukup
menandatangani dengan mencatat penolakan tersebut.

10. BAP yang tidak ditandatangani oleh PNS tetap digunakan sebagai
dasar Hukuman Disiplin.

1. PNS yang diperiksa berhak mendapatkan salinan berita acara
pemeriksaan.

12. PNS yang sedang dalam proses pemeriksaan atau mengajukan
Upaya Administratif tidak boleh pindah instansi.
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ALUR PROSES PENEGAKAN HUKUMAN DISIPLIN
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PEMBENTUKAN TIM PEMERIKSA

Berdasarkan Pasal 37 Peraturan Badan Kepegawaian Negara
Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan terkait pembentukan tim
pemeriksa adalah sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa wajib dibentuk jika Pelanggaran Disiplin

memiliki ancaman hukuman berat.
Pembentukan tim  pemeriksa dilakukan  oleh  PPK
(Menteri)/Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 38 juga menambahkan sebagai berikut:

1. Tim pemeriksa untuk Pelanggaran Disiplin sedang terdiri dari
atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
2. Tim pemeriksa dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
3. Tim pemeriksa terdiri dari 1 Ketua (merangkap anggota),
Sekretaris (merangkap anggota), dan minimal satu anggota
5. lainnya.
Pejabat dalam tim pemeriksa harus memiliki jabatan paling
6. rendah setingkat dengan PNS yang diperiksa.
Untuk kejelasan dan objektivitas, pihak lain yang terkait dapat
memberikan keterangan jika diperlukan dalam pemeriksaan
7. Pelanggaran Disiplin.
Tim pemeriksa bekerja sementara (Ad Hoc) hingga pemeriksaan
8. selesai.
Contoh penyusunan tim pemeriksa dan format pembentukan tim
terdapat dalam Lampiran-Angka 13.
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PEJABAT YANG BERWENANG
MENGHUKUM

Presiden

o bertanggung jawab untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi
PNS yang menduduki jabatan tertinggi (Pimpinan Tinggi Utama)
dan jabatan tertinggi di bawahnya (Pimpinan Tinggi Madya yang
merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian) untuk semua jenis
Hukuman Disiplin

o Presiden juga menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang
menduduki jabatan Pimpinan Tinggi Madya, Fungsional Jenjang
Ahli Utama, atau jabatan lain yang pengangkatannya menjadi
wewenang Presiden, khusus untuk Hukuman Disiplin Berat.

o Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh Presiden berdasarkan usul
Menteri yang mengoordinasikan (untuk PNS di bawah Pimpinan
Tinggi Utama) dan Pejabat Pembina Kepegawaian (untuk PNS di
bawah Pimpinan Tinggi Madya dan jabatan lain  yang
pengangkatannya menjadi wewenang Presiden).

Pejabat Pembina Kepegawaian

o PPK di Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi berwenang
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan jenis Hukuman Disiplin tertentu (Ringan, Sedang, dan
Berat) sesuai peraturan.

o PPK di Instansi Pusat dan Instansi Daerah Provinsi juga berwenang
menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama, Pejabat Fungsional Jenjang Ahli Utama, Pejabat
Administrator, dan Pejabat Fungsional lainnya sesuai dengan
jenis Hukuman Disiplin yang berlaku.

o PPK di Instansi Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang yang
serupa dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di Instansi Pusat
dan Instansi Daerah Provinsi dalam menjatuhkan Hukuman
Disiplin sesuai dengan tingkat jabatan PNS di lingkungan mereka.
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Kepala Perwakilan Republik Indonesia
o berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada
satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya
(sedang).

Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau setara di lingkungan Pusat dan
Provinsi
o berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada
satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya
(sedang).

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau setara di lingkungan Pusat,
Provinsi, dan Kabupaten/Kota
o berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada
satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya
(sedang) atau jenis Hukuman Disiplin tertentu sesuai dengan
jabatan PNS.

Pejabat Administrator atau setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota
o berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada
satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya
(Ssedang) atau jenis Hukuman Disiplin tertentu sesuai dengan
jabatan PNS.

Pejabat Pengawas atau setara di lingkungan Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota
o berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS yang berada
satu tingkat di bawahnya (Ringan) dan dua tingkat di bawahnya
(Sedang) atau jenis Hukuman Disiplin tertentu sesuai dengan
jabatan PNS.

Jika tidak ada Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan
menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih

tinggi.
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PEMBEBASAN SEMENTARA DARI
TUGAS JABATAN

Pasal 40 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menjabarkan ketentuan

pembebasan sementara dari tugas jabatan sebagai berikut:

e PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan mungkin akan
dijatuhi Hukuman Disiplin berat dapat dibebaskan sementara dari
tugas jabatannya oleh atasan langsung selama pemeriksaan.

e Pembebasan sementara diloakukan jika pemeriksaan mengganggu
tugas kedinasan.

e Format pembebasan sementara terdapat dalam Lampiran-Angka
14.

e PNS yang dibebaskan tetap harus masuk kerja dan memiliki hak-hak
kepegawaian sesuai peraturan.

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 41 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, penjatuhan

hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

e Hukuman Disiplin diberikan oleh Pejabat yang Berwenang
Menghukum berdasarkan hasil pemeriksaan.

Pasal 42 juga menambahkan terkait perihal yang harus diperhatikan

sebelum menjatuhkan hukuman disiplin sebagai berikut:

Sebelum menjatuhkan Hukuman Disiplin, Pejabat yang Berwenang
Menghukum harus:
e Teliti hasil pemeriksaan,
e Memperhatikan latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong
pelanggaran,
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¢ Mempertimbangkan hal yang memberatkan atau meringankan

e Menilai dampak pelanggaran.

e Keputusan Hukuman Disiplin  harus mencantumkan jenis
pelanggaran.

e Jika terdapat pelanggaran serupa dengan faktor-faktor yang
berbedq, jenis hukuman dapat berbeda.

e Jika tidak ada Pejabat yang Berwenang Menghukum, kewenangan
ditransfer ke pejabat yang lebih tinggi.

e Setiap Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan.

HUKUMAN DISIPLIN BERAT BAGI
JABATAN FUNGSIONAL

Ketentuan terkait hukuman disiplin berat bagi jabatan fungsional diatur

Pasal 43 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penurunan jabatan setingkat lebih rendah berarti penurunan
jenjang jabatan.

2. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi
hukuman penurunan jabatan setingkat lebih rendah menjadi
Jabatan Fungsional jenjang Keterampilan Penyelia.

3. Jika Jabatan Fungsional hanya memiliki Kategori Keahlian, PNS di
Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama yang dijatuhi hukuman
penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan
menjadi Jabatan Pelaksana dengan kelas jabatan lebih rendah
dari jabatan semula.

4. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Kategori Keterampilan
terendah yang dihukum penurunan jabatan setingkat lebih
rendah selama 12 bulan menjadi Jabatan Pelaksana dengan
kelas jabatan lebih rendah dari jabatan semula.

5. PNS di Jabatan Fungsional jenjang Ahli Utama dan Ahli Madya
yang dihukum penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama
12 bulan, batas usia pensiunnya mengikuti jobatan terakhir
setelah hukuman.
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PENJATUHAN HUKDIS DI LURR
WEWENANG INSTANSI PENUGASAN

Berdasarkan Pasal 44 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, penjatuhan

hukuman disiplin di luar wewenang instansi penugasan adalah sebagai
berikut:

e Jika PNS yang sedang ditugaskan akan dijatuhi Hukuman Disiplin di
luar wewenang instansi penugasan, pimpinan instansi penugasan
mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada PPK (Menteri)
instansi induk dengan melampirkan berita acara pemeriksaan.

PENJATUHAN HUKDIS TERKAIT
PELANGGARAN HUKUM PIDANA

Penjatuhan hukuman disiplin terkait pelanggaran hukum pidana

berdasarkan Pasal 45 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 adalah
sebagai berikut:

e PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, termasuk
pelanggaran hukum pidana, tetap dapat dipanggil, diperiksa, dan
dikenai Hukuman Disiplin sesuai aturan ini.

e Jika PNS terindikasi melanggar hukum pidana dan dihentikan secara
tidok hormat menurut hukum, penjatuhan Hukuman Disiplin
menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
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PERTIMBANGAN JENIS HUKUMAN
DISIPLIN

Berdasarkan Pasal 46 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan

terkait pertimbangan jenis hukuman disiplin adalah sebagai berikut:

1. Saat menentukan jenis Hukuman Disiplin, Pejabat yang
Berwenang Menghukum harus mempertimbangkan kesesuaian
pelanggaran, jenis Hukuman Disiplin, dan dampak dari
pelanggaran tersebut.

2. Contoh pertimbangan dalam menetapkan Hukuman Disiplin
dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.

3. Jika PNS melakukan beberapa pelanggaran, hanya satu jenis
Hukuman Disiplin yang paling berat yang dapat dikenakan
setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.

4. Contoh kasus PNS yang melakukan beberapa pelanggaran
dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.

5. Jika PNS pernah dihukum dan melakukan pelanggaran serupa,
hukuman yang dikenakan akan lebih berat dari hukuman
sebelumnya.

6. Contoh kasus PNS yang melakukan pelanggaran serupa setelah
dihukum dapat ditemukan di Lampiran-Angka 18.

7. Aturan ini tidak berlaku untuk pelanggaran tidak hadir dan
pelanggaran jam kerja.

HUKUMAN PENURUNAN JABATAN

Berdasarkan Pasal 47 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan

terkait hukuman penurunan jabatan adalah sebagai berikut:

e Hukuman Disiplin berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah
berlaku selama 12 bulan.
e Penurunan jabatan mempertimbangkan formasi jabatan dan
kualifikasi yang sesuai dengan jabatan.
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e Penurunan jabatan harus diikuti dengan keputusan pengangkatan
dalam jabatan oleh PPK (Menteri).

e PNS yang diturunkan jabatannya selama 12 bulan akan menerima
tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan baru.

e Setelah menjalani hukuman selama 12 bulan, PNS tidak langsung
kembali ke jabatan sebelumnya.

e Mekanisme kembali ke jabatan sebelumnya diatur oleh peraturan
perundang-undangan.

e PNS yang selesai menjalani hukuman harus diangkat dan dilantik
kembali jika kembali ke jabatan sebelumnya.

e Hukuman penurunan jabatan bagi PNS di Jabatan Pelaksana berarti
penurunan kelas jabatan sesuai dengan Lampiran-Angka 20.

HUKUMAN PEMBEBASAN DARI
JABATAN

Berdasarkan Pasal 48 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022, ketentuan

terkait hukuman pembebasan dari jabatan adalah sebagai berikut:

Hukuman Disiplin berupa pembebasan dari jabatan menjadi

jabatan Pelaksana berlaku selama 12 bulan.

e Pembebasan dari jabatan mempertimbangkan formasi jabatan dan
kualifikasi yang sesuai dengan jabatan.

e Pembebasan dari jabatan harus diikuti dengan keputusan
pengangkatan dalam jabatan oleh PPK (Menteri).

e PNS yang dipecat dari jabatannya selama 12 bulan akan menerima
tunjangan jabatan yang sesuai dengan jabatan baru.

e Setelah menjalani hukuman selama 12 bulan, PNS tidak langsung
kembali ke jabatan sebelumnya.

e Mekanisme kembali ke jabatan sebelumnya diatur oleh peraturan
perundang-undangan.

e PNS yang selesai menjalani hukuman harus diangkat dan dilantik

kembali jika kembali ke jabatan sebelumnya.
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PENYAMPAIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Pasal 49 Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 menjelaskan terkait

prosedur penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

1. Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk melakukan penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin.

2. PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin dipanggil secara tertulis untuk
hadir dan menerima keputusan Hukuman Disiplin.

3. Surat panggilan tertulis untuk menerima keputusan Hukuman
Disiplin harus sesuai dengan format yang tercantum dalam
Lampiran-Angka 21 yang merupakan bagian integral dari
Peraturan ini.

4. Keputusan Hukuman Disiplin disampaikan secara tertutup oleh
Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang
ditunjuk kepada PNS yang bersangkutan, dengan tembusan
disampaikan kepada pejabat lain yang terkait.

5. Penyampaian secara tertutup hanya diketahui oleh PNS yang
dijatuhi Hukuman Disiplin, pejabat yang menyampaikan, dan
pejabat lain yang terkait.

6. Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin dilakukan paling
lambat dalam 14 hari kerja setelah keputusan Hukuman Disiplin
ditetapkan.

7. Jika PNS yang dijatunhi Hukuman Disiplin tidak hadir saat
penyampaian keputusan, keputusan Hukuman Disiplin akan
dikirimkan kepada yang bersangkutan.

8. Pengiriman keputusan Hukuman Disiplin harus dilakukan dalam 3
hari kerja setelah penyampaian keputusan Hukuman Disiplin.

9. Hukuman Disiplin yang ditetapkan oleh Presiden disampaikan
kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh pimpinan
instansi atau pejabat lain yang ditunjuk.

ralal Catatan:
L | Balal
"\; Sertifikas 1. UL ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat | “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan‘atan hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
“ Elektronik 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik vang diterbitkan BSrE



BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN

Ketentuan terkait pemberlakuan hukuman disiplin diatur dalam Pasal 38

PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

. Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 sejak
diterima.

2. Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif
berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.

PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN
HUKUMAN DISIPLIN

Ketentuam terkait pendokumentasian keputusan hukuman disiplin juga

diatur dalam Pasal 39 PP Nomor 94 Tahun 2021 sebagai berikut:

1. Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh
pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.

2. Dokumen keputusan Hukuman Disiplin digunakan sebagai salah
satu bahan penilaian daiom pembinaan PNS yang bersangkutan.

3. Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin  termasuk
dokumen dalom pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang
terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.
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PENUTUP

Dalom upaya menegakkan disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
konsistensi, keadilan, dan keteladanan merupakan prinsip utama
yang harus dipegang teguh. Penggunaan sanksi yang proporsional
dan berdasarkan aturan yang jelas akan memberikan landasan yang
kuat bagi penegakan disiplin yang efektif.

Seiring dengan itu, penerapan pendekatan pembinaan serta
kesempatan untuk perbaikan diri juga menjadi penting dalam proses
ini. Dengan mengedepankan aspek-aspek tersebut, diharapkan
penegakan disiplin PNS dapat menciptakan lingkungan kerja yang
lebih profesional dan berkualitas.

Melalui panduan ini, diharapkan dapat terwujud lingkungan kerja yang
transparan, adil, dan berintegritas, yang akan membawa peningkatan
kinerja serta pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.
Panduan ini juga diharapkan dapat memperkuat semangat untuk
meningkatkan profesionalisme dan tanggung jawab setiap individu di
lingkungan PNS.
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LAMPIRAN 1

HUKUMAN BAGI PELANGGRRAN
KEWAJIBAN

Jenis Pelanggaran

Dampak Negatif

Tingkat Hukuman

Setia dan taat pada Pancasila,
UUD 1945, NKRI, dan
Pemerintah.

Unit Kerja, Instansi,
dan Negara

Menjaga persatuan dan
kesatuan bangsa.

Unit Kerja dan
Instansi

Negara

Melaksanakan kebijakan
pejabat pemerintah yang
berwenang.

Unit Kerja

Instansi

Negara

Menaati peraturan
perundang-undangan.

Unit Kerja

Instansi

Negara

Balal
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Melaksanakan tugas
kedinasan dengan
pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung
jawab.
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Instansi

Negara
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Jenis Pelanggaran

Dampak Negatif

Tingkat Hukuman

Menunjukkan integritas dan
keteladanan dalam sikap,
perilaku, ucapan, dan
tindakan.

Unit Kerja

Ringan

Instansi

Sedang

Negara

Berat

Menyimpan rahasia jabatan
sesuai dengan peraturan
perundang-undangann.

Unit Kerja

Ringan

Instansi

Sedang

Negara

Berat

Bersedia ditempatkan di
seluruh wilayah NKRI.

Unit Kerja

Ringan

Instansi

Sedang

Negara

Berat

Menghadiri dan mengucapkan
sumpah/janji PNS.

Sedang

Menghadiri dan mengucapkan
sumpah/janji Jabatan.

Sedang

Balal
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Mengutamakan kepentingan
negara daripada
pribadi,seseorang dan/atau
golongan.
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Ringan

Instansi
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Negara

Berat
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Jenis Pelanggaran

Dampak Negatif

Tingkat Hukuman

Melaporkan hal yang
membahayakan keamanan
atau merugikan keuangan
negara.

Unit Kerja dan
Instansi

Sedang

Negara Dan/Atau
Pemerintah

Melaporkan harta kekayaan
kepada pejabat yang
berwenang.

Sedang
Apabila  Pelanggaran
Dilakukan Oleh Pejabat
Administrator Dan
Pejabat Fungsional.

Berat.
Apabila  Pelanggaran
Dilakukan Oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Atau
Pejabat Lainnya.

Menggunakan dan
memelihara barang milik
negara dengan baik.

Unit Kerja

Ringan

Instansi

Sedang

Memberikan kesempatan
bawahan untuk
mengembangkan kompetensi.

Unit Kerja

Ringan

Instansi

Sedang

Balal
ertifikasi
Elektronik

Menolak pemberian yang tidak
sesuai dengan peraturan.
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LAMPIRAN 2

HUKUMAN BAGI PELANGGARAN
TERHADAP LARANGAN

Jenis Pelanggaran Dampak Negatif Tingkat Hukuman

Menyalahgunakan wewenang Negara Berat

Menjadi perantara untuk
mendapatkan keuntungan
pribadi atau orang lain
dengan menggunakan
kewenangan orang lain yang
diduga terjadi konflik
kepentingan dengan jabatan.

Menjadi pegawai atau bekerja
untuk negara lain.

Bekerja pada lembaga atau
organisasi internasional tanpa
izin atau tanpa ditugaskan
oleh pejabat pembina
kepegawaian.

Bekerja pada perusahaan
asing, konsultan asing, atau
lembaga swadaya
masyarakat asing kecuali
ditugaskan oleh pejabat
pembina kepegawaian.

Memiliki, menjual, membeli,
menggadaikan, menyewakan,
atau meminjamkan barang
baik bergerak atau tidak Instansi

Unit Kerja
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Jenis Pelanggaran Dampak Negatif

Tingkat Hukuman

bergerak, dokumen, atau
surat berharga milik negara

Negara
secara tidak sah

Melakukan pungutan di luar Unit Kerja/
ketentuan. Instansi

Negara dan/atau
Pemerintah

Melakukan kegiatan yang Unit Kerja
merugikan negara.

Instansi

Bertindak sewenang-wenang

Unit Kerja
terhadap bawahan.

Instansi

Menghalangi berjalannya

Unit Kerja
tugas kedinasan.

Instansi

Menerima hadiah yang
berhubungan dengan jabatan
dan/atau pekerjaan.

Meminta sesuatu yang
berhubungan dengan
jabatan.

Melakukan tindakan atau
tidak melakukan tindakan
yang dapat mengakibatkan Instansi
kerugian bagi yang dilayani.
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Jenis Pelanggaran Dampak Negatif

Tingkat Hukuman

Memberikan dukungan
kepada calon
presiden/wakilpresiden,

calon kepala daerah/wakil
kepala daerah, calon anggota
DPR, calon anggota DPD, atau
calon anggota DPRD.

menjadi peserta kampanye
dengan menggunakan atribut
partai atau atribut PNS;

sebagai peserta kampanye
dengan mengerahkan PNS
lain;

Sebagai peserta kampanye
dengan menggunakan
fasilitas negara;

membuat keputusan
dan/atau tindakan yang
menguntungkan atau
merugikan salah satu
pasangan calon sebelum,
selama, dan sesudah masa
kampanye;

mengadakan kegiatan yang
mengarah kepada
keberpihakan terhadap
pasangan calon yang
menjadi peserta pemilu
sebelum, selama, dan
sesudah masa kampanye
meliputi pertemuan, ajakan,
himbauan, seruan, atau
pemberian barang kepada
PNS dalam lingkungan unit
kerjanya, anggota keluarga,
dan masyarakat; dan/atau
memberikan surat dukungan
disertai fotokopi Kartu Tanda
Penduduk atau Surat
Keterangan Tanda Penduduk.
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LAMPIRAN 3

HUKUMAN BAGI PELANGGARAN
TERHADAP KETENTURN MASUK KERJA

Jenis Pelanggaran

Tingkat Hukuman

Jenis Hukuman

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara
kumulatif selama 3 hari kerja
dalam 1 tahun.

Teguran lisan

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara
kumulatif selama 4 hingga 6
hari kerja dalam 1 tahun.

Teguran tertulis

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara
kumulatif selama 7 hingga 10
hari kerja dalam 1 tahun.

Pernyataan tidak
puas secara
tertulis

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara
kumulatif selama 14 hingga 16
hari kerja dalam 1 tahun.

Pemotongan Tukin
Sebesar 25%
Selama 6 bulan

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara
kumulatif selama 17 hingga 20
hari kerja dalam 1 tahun.

Pemotongan Tukin
Sebesar 25%
Selama 9 bulan

Balal
| | Sertifikasi
Elektronik

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara
kumulatif selama 21 hingga 24
hari kerja dalam 1 tahun.
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Tidak masuk kerja tanpa Penurunan
alasan yang sah secara Jabatan Setingkat
kumulatif selama 25 hingga 27 Lebih Rendah

hari kerja dalam 1 tahun. Selama 12 Bulan

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara Jabatan Menjadi
kumulatif selama 28 hari kerja Pelaksana Selama
atau lebih dalam 1tahun. 12 Bulan

Pembebasan dari

Tidak masuk kerja tanpa
alasan yang sah secara terus
menerus selama 10 hari kerja. Tidak Atas

Pemberhentian
Dengan Hormat

Permintaan Sendiri
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LAMPIRAN DALAM PERATURAN BKN NOMOR 6 TAHUN 2022

LAMETRAN

PERATERAN FRADAN KEPECGAWATAN MNECARHS
REFUBLIK INECGNESDY

PCEWECHE G TARN 20322

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
PEMERNTAL NOMOR 94 TAHLN 2021
TENTARG DISHLEN FEGAWAI NEGERT SIPL

CONTOH KASLHS PELANGOARAN THSIPLAN DAN CONTOH FORMAT
PEMANGGTLAN, PEMERIKSAAN, PERIATUHAN, TIARN FENYAMPATAN
KEPUITT AN UM AN DESIPLIN

b Contoh Pelanggarn Blsiplin varg Bilakakan o Dkdorm Maogon i B

g B,

a, Contoh Polanggaran Disiplin vang Pdlabkukan-di Dalam dam Kerja
Sdr. BHulkd Andriants, seorang PNE pada salah satn Instansi Daerah,
diduga twlah mclakukan pungutan Bar peda sast melakukan
pelavanan . perielnan di Mal Pelavanan Pabiike Balan bal derodkian,
apabila sctelah dilakitkan pomeribsasn vang bersangluatan terbokti
melakukan  pungutan o Juar ketemivan  peraturan peraedang-
undangan, vang besangbuatan  dinyaiakan  relah  melakakan
Pelangoaran Displin schiogga difamibn Hokunean Disiplin.

b, Coptoh Polaaggaraa Disiphin vang Dilakakan i Luar darm Kerja
Hdr, Swefane  Lillhaty, seovang PNB pada salaly - sata  instansi
pemerintah dacrah. Pada alkhir pekan, vang bersanghutan membuat
postingar di miedia sosial wang berish afakan untuk mendukung salah
satu pasangan calon pada hontestas! Pemilihan hepsla Daerah.
Pakam  bal demikiang . apabila  bendasarkan  Tssil - pemcricsaan
oy Stefano: Lilihiy  terbukil membenkan  dukoggan  terhadap
pasangan calon  peserta pemiliban wmwon, vang bersangkutan
dippatakan telaly melakokan Pelanggamson Disiplin sehingga dijaiali
Huboiran Disiplin.

2, Contoh keesus Pelanggaran Terhadap Rewsajiban Makuk Kesfa dan Me peaati
Beteniuan Jam Kerfa vang Dikenazi HOokaman Disiplin Blegan.
A, 3 ftga) harh kerja dakaom 1 [saiu) ahan hergalan:
Cormoh
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Sdr, Firman, pangkat Penata Muda, godongan. miang fa; jabatan
Armlia Kepegawmian. Yang bersanghutan tdak Masuk Rerja g
alasan vang sab sclmna, 3 i:t_i'gai hard kerja antara alan Jarnearn
sampal dengsn April 20022, Dalam hal deomikian yaog bersagkotan
dijatuhl Hukuman Dsiplio Ringan Demipa teguran lsan,

b, 4 (empar) sampal dongan & {Glm:rm: bl kegja” datsm 1 (2atn) wsmhun
b,
Cemioti:
Adr. Fika Restrinnd, pangkal Peosta Muds polongan  roang 1L a,
jabatan Pranata Boinputer Pertama. Yang bersangkutan schelumiwva
Cezlaly dhifatnnleh Plukoman Ddsiplin Brupa wepran lsan Kaeie tiklak
Masuk Eerja lanpa glasan vang sab sclama 3 (riga) hard-kedga dad
bukan Januar sampai dengan April 20220 Kemudian antara bailan
Meb zampal dengan Jull 2022 vang bersangkutan tidak Masiek kerja
lapl tanpa alasan vang sah aclama 2 {doal harl kerja.
Palam hal demikian setelah dikumulatifkan, jumlah tdok Masuk
Eegjs wnpe alosan vang saiy mengacd] 5 (Homa) bwad kegjas, mabe yvang
bersangkutan dijatubd Hukomesn Disiplin Ringan Demuaps tesaran
tertulis,

= selama T fmajub) sampal depgae 10 [sepulub) harl kere dalame 1
{aami] tahon bergalan,
Contoly:
i Fidel RKastro, panghat Peosta Muda o golongan muang 11,
jabatar - Analis Hukum  Pertana. Yang  bersanghutan schelumira
telady dijatuhl Hubuman Disiplin beruga teguray teriilis Rarena tdak
Masik Hera mnpa alasan vang sahoselana 5 hna) oo kerja mada
Kuradn wakiin bolan fanoari sampai desgsen Joli 2000
Kemiutian antara Bukan Agastos sampai dengan Nosdmber 2022 vang
hersangkutan tidak Masuk Kega bagl tanpe atassn vag sab selaoa
4 femipat)y hari kegga. Dalam hal dembosn seielah dikomiiaikican,
Jumbah tidal  Masuk Bega tanpss alasan vang csabh o mengaedi 9
(=eimibilan) hasi kegja. Babaon hal demikian, dulg  DerssoglietEan
dijatubil Hukaman Disiplin Ringan berepa pernviataan tidak puas

Arcsara Termnlis.

3. Conleh Kasus Tidak Membérikon Eesempatan Repads. Bawalpwn Untok
Menpombangkan Rompetensi yvang Memiliki Dampak Megatil Pada Instasi

yang Sersangkutan,
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Co el

i, Hivca Kaliime, pangk=at Perata; podongan fuasmg e, seorang psjaiml
pengawas pada-salah saty Lembags Pemierintaly Nookamenierian. Salali
sal pegawal vaug mciladl awabaoiwa pcndapatkan ponswaian waik
mengikuli Bursus snigkal dic luar negeri sebaged Degiea dari  Human
Capiial. Development  Progromme (T, kebka  semiua  persvaraian
terpemiid, dan bawahaonnyva akan melaksanakan Kusus singkatins,
vl Rleca RBahboa  ddak. meovetajul  bawahannya untuk mengilu
“hursus . singkat tersebut, mapacoalasan vang jelas) Dalam hal demikian
karena Sdri.  Bicca Rahima tdak memberikan  kesempatsn o kepada
bawahamva untuk  mengembangkan kompetensi schingga bordampak
pedda HODE vang -sedang dilaksamakan oleh astansinys, Dalsm hal
demikian, apaldla berdesorkan basil . penicriksaan B, Reca Balima
terbukti tidak memberikan kesempotan  kepads ) bewahannya  umiuk
wmengembeanglenl  kompetensi, vang  bersanglolan dijaobd Huakeoman
Dislplin Sedang.

4, Contoh Kasus Pelangraran Terhadap eawajiban Masuk lerja dan Menasi

Foetentuan Jam Kerpa vang Dikensd Hukomizo Disipling Sedeng.

A sebuna 11 Psebelas) sanipad dengan 12 (Hea Belbs) hen-kenja dalen 1
i wATinn berjalan,
Coalorh;
S Biawanto, SH., M.H., pangkar Penata Tingkar I, gakongan ruang
S, fabatan kKepaln Subbaghan Aokom pada suan Instans Pusat
Yang bersanghkutan sebelumitva telal difpduhl Hukuowan EHsiplio
Fingan Yerupa pormyataan fidak puas secara weriulls karena tdak
Masuk Keyja tanps slasan yang sah selama 9 (sembilan) bad kera
dari bulan Januar sampai dengan Febuari 2022,
Kemudian antars bulan Maret sampai dengan April 2022 yang
bersanghuian Wiak Measul Kerfa lagi tanpa alasan vang saly selama 3
(gl har kerfa, Helekal dikmmokatitkan, jumiali Gdak Masuk Kega
fanpe alasan yang soh menjadi 12 [doa belas) hard kegae,
Pabiann bal deaikiaog, verg bersanghkotan dijatabl Flokoomsan Disiplin
Beoupa petoiongan tinkangan kinerja sebesar 208 {dua puluh lme
persen) selama b jenmm) bulan.

b, =elama 14 jempat belas sampsl dengan 16 [enam belas) hard kerja
dalam 1 {saiu] tabmn berjalan.
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Sdr, Juliansyah, 5.8, MM, panglst Penata Tingkat |, golongan
ruang T/, jabatan Kepala Subbidang T":"m;ﬂ:[ﬁm prevda Irestansi
Pusal, Yanpg berssnpkotan  scbelummva elah dijaiuhl Huloiman
Cuisepling Berups pemotongan tundangin kinesa scbesgar 25% [dua
puluh lima persen) selama G enamp bulan karene dek Masuk Keca
g alasan vang sab sekbom 19 (empat bebas) bk kerdss dmd moodai
buglaany Maret sanpai dengan Apal 2022,
Kemwudian  antara  bulan Mel sowopal - deogan Juli 2022 vang
bersangkitan tidak Masuk Eerja lagh taapa alasan yang sah selama 2
{thua) hari keas Betelah dikomniatifleen, jumiah Gdak Masak Kerja
tearppa sbseen vang el menjadi 10 fopao belas) har ke
Pralam Tl demilkian, vang bersanghutan difahl Hukoman Disiplin
bériupa pemotongan mnjangan kineria sebesar 25% fdim puhih lima
persen) selama 9 (soanbikan) bulan,

e, selania 17 (ool belas) Sampad deogon 20 (foa paloh) b ke
dalam 1 fsati] b bergalan,
Contod
Be, Riki Faie, S, pergkst Penata Tioghkat T, golongan ruang
Nfd, jabatan Kepala Subbagiion Ta Usabss Yaog  bersangkatan
gebeluminyva  telih dnohl Thokimnan Digiplin Beropa penolongan
funjangan kimerja sebesar 2539 jdua pubih lima persen) sclama 9
{sembilan) bulan karona tidak Masuk Rerja tanps alasan vang sah
selama 16 fenam belas) i Beda sefak bukan Januar sampaiSuli
2028
betninuiian aitara balan Apustos sanpad deogan Doesember 2022 vang
bersangkutian thlak Masuk Kerja Bgl anpa abasan Ve sah selsma 3
[tigad bar kecha, Setelabh dilkumulatifen, jumiah tklak Masuk Kega
s sbas sy vy sabemenfadi 19 (sembiku belas) bagi kerj
Dalam hal dembbian vdang bersangstan difaiohl Hukoman Disiphin
berupa pemotongan humfangan Kireria sebes=e 25% ddoa paduh lima
persen] selama 12 fdus belas) halan.

. Cpotoly kasos Pelanggaran Terbisadap Kewajiban Masak Kerja dan Mematl
Rememtuan Jam Rega vaog Dikenal Hukuman Disiplin Beral
A, sclama 21 jdua puluh. sam) sampai dengan 249 (dua puluh empat)
hisari kl:l;iu. dlalinn 1 [sabu) tabun tm'riiilual.
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Balai
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Corikol
Bdr. e Buprivadi; MM, panghat Pembins, golongan roang IV,
jabwtan  Hepila Bidang Peagangkaton dan Pepsion pada syt
Instansi [acrah Kabupaien. Yang bemsangkatan sebelumnva bekah
dijatulil Hukuman Disiptln bemupa pemotongan wnfapgsn kdnecfa
achesar 25% fua pulunh lima persen) selama 12 @doa belas) bulan
terlitung wualai tanggal 19 Marel 2022, kareoa tidak Masuk Kerja
tanpa alasan ﬁmg sah sclama 30 (dua puluh) han kerja dast bolan
Janari sampal dergan Febuan 2050,
Kemudian antara bkan Moret sampal lengsn Aprll 2028 vang
Dertangkiian tidak hasuk et gl anpa uip..um VHR shly selame 3
ftiza) har kerja. Setelah dilbmmulatifkan jomlah tidak Masuk Kega
tanpa alasin yang sah wenjadi 23 fdoa puleh dga) el kerg.
Pradem bk clemikion, vang bersasigh l:l.ijn.T.uIﬁ Husimman ¥isiptin
Do s jakEian  setiogkar Tehil rendah selsma 12 flos
helas) bulan,

e selama 25 (doapulih ey sampai dongan 27 dua paluh wjuly) bari
kel dalam 12 hua belas) bulan.
[T T T H
Sdr. ke Buprivesdi, MM pangkatl Pembinas, golongan ruspg TV A,
jabatan Repala: Bidang Pengangkatan dan Peosiom partda  |ostansi
Pusad, Yang  borsangkoan sehelunmya telab dijgohi  Huksman
IMsiplin berupes pemarnag jobatan setingkat lebih rendab-selama: 12
filna belas) bakan Barens tidak Masuk BEega selama 23 glua padah
tigal hari kerja tanpa alasan vang sah darl JamesErt sampal dongan
April 2tk .
Kemudian cantara bokoy Mel csampal dengan Jull 20322 vang
bersangkutan tddak Masak Kedjs lagh tanpa slassn veng sah sclama 3
(vigs) bari kerja. Betelah dikumulatiflan, jomlsh tdsk Masuk Kega
tanpa alagan vang sahnrenjadi 26 (dus piilaboensnt) Bard kerja.
Dradarn Dol hemiki, vaig Dersapphosu dijaabl Hokanza . Desiplin
hermipa poimbelbasan dar jabatan menjsdi Jabatan Pelaksana selama
L2 fdua belas) bulan.

e cselmma 28 un pulih o delapas) bhaet kérgacatan lebib dokan 1 [sat)
[HHRTR RN
Cempbaly
Sdr. Ir. Suprivadl, M.M., pangkat Pembima, golongan rsang 1Via,
jatmtan Kepsta Bldang Peppangkatan dan Peosion  pada “aoatu

Catatan:
Balai
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Elektronik 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStE

%




Instanst Daerah Kot Yang bersangkatan sebalumoya telah dijatulil
Hukuman Disiplin bernips pembehasan dard jabatan menjadi Jabatan
Pelaksana seloma 12 {dun beles) bulin barenn Gdak Masak Kere
selama 27 [dusn puluh wguh) han keda mopa alasan vang sal dar
Frealon Jaimaard sampad dergzon Bl ol 200802,
Eemudian antera bulan Agustus sampai dengan Oktober 2022 vang
bariatggkitan Tidak Masok Kerja Bl vange alasae vang saly selama 2
[z} hard kerja. Betelah dilkomulatifean, jumlah tidak Masuk Eerja
tanps- alasan veng sab mergfadl 29 foa pubaly sembilan) lac kerja,
Dreabavmn Bl demikian, vang bersanekutan digpiold Pukoman Disipdin
Fervipa pemberheitian dengan horma Tidak atas permitk=aai sendin
sehuigal PIVE,

d,  segaracns wencrus sebuna 10 (Sepululi har kerja.
Coailaly:
S Anima Kicika, pangkal Penata, golongan reang 100e, Jabatan
Pelaksana di suatu Instans: Dacrah, Yang bersanghutan tdall Masok
Reija tanps kelcrangan vang sah secara eros ameneres sckk angeal
1 L¥eber scampal dengan 198 COkiober 20002
Diakam hal demikian, vang bersanghuman dijaiihd Hubaman Diisiplin
Herat berups pemberherian dengan hidnmat fdak-atas  penuintasan

s i,

G Conioh kasus Menolak Segala Beortek Pemboriag yang Borlaitan Dongan
Tugas. dan Fungsl  Kecwall Pepghasilan Sesual  Dengan  Letcnioa=n
Peraturan Porundang-Undangsn.

Cintol:

Bdrr OQvrun Wamaruk, pangkal Ponata Tingkst 1, golongan resng 100G,
jabdatan Kepala Bidang Pelavanan dan Pendaftaran @in Pendirkan
Banpunan, Yang bersangkutan memiliki tugas dan kewensangan terksit
pelavanan, registrasi, dan perizinan  pendirian bangunan.  Ketika
melalnikan pelavanan  dan pﬁ_ri#:iﬁa.n. vang beruangloitan  wendrimea
hieptlaly Berups fan angan Phillipe Potek dead pibek veng dikvend, Karend
dianggap telah membantn proses penpgimosan  in dan pilsak terssbat.
Moskipun mengetahual babwa tordapat ketentuan antuk menolak segala
bepiuk pemberian yang erkaitan dengan  igas dan ongsi Heouahl
preighasilan sesuni demgan  ketenmeay peraiuran perondang -undangan,
namu Bdes Qorun Wamsmk  etap menerinma dany idak orebaporkzm

Catatan:
Balai
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pembesian  Dsdiah  jam  Phiflipe  Potek  tersebut  Kepada  pihak
vang herwenang:

Pralamn Dl demikigan, apabila beedasarkan basil pemnerilosaan Sdr, Chorin
Walnaruk terbokl mepsrims pemberian vang berkaitan dengan tugas dan
fungsinea, vang hersangkntan dipyvacakan wlah melakubkan Pelangparan
Cri=iplin sehingea dijatuhi salah sato jends Hukuman Disiplin Baeeat,

T, Conioh Kasus Atasan odarl Pelabat yvang Berwenang  Menghukom juga
Momgamihkan  Hukuman  Bisiplin. Terhadap:. PHNS vang  Modakukan
Pelanggaran Disipliy,

Comiboh?

Sdr. Aprilio Firmarnsyvah, jabetan Kepala Sclielpada suaru instan=i Maecal
membawahl scorame PHS bernamsa 8dr Hommy  Dinsta,  Jabatan
Fungsional Umm, pangkat Peogaior, golongan rieang e,

Silr. . Bommy ['fl-'i].li-ﬂﬂ telah  meclakukan Pelanggaran  Disipline yvamg
scharmwsrna dijatuhi Hukowman Disiplin berupa teguvan tortilis, betapi
SdroAprilie Fhoansyah sebagal atasan Engsungnva tdak mentatabkan
hu kevian kepada vang bersanpkotan.

Drakain hal demikdan, arasan da Sde. Aprilie Firmiansyale valin Sde. Masgeil
Ihamssah, sstelah melakukan  pemeriksaan dengan selesama,
menfatuhikan Huknman [Heiplin Bingan berupa, pernvataan Udak puas
sccara wrtulis  kepada .‘:l:c!r.. Aprilo Firmanayah  jags meTatulian

Huknman Disiplin bernpa tegumn erilis kepada S Komimy Dinata,

8. Conioh  kasus  komwlisl Tidak  Terdapat rjcj.a1zai vang HBerwenang
Menghukmn  Kamna  Terdapat  Satoan Organisssl  yang Poabators
[nkranis.

Contol:

Hilr, Stefiams fevin, JRbatan Pelaksana vang bekega Ol Dinas Sosial dan
Petnberdayaan  Masyarmkat pada salah saiu Instans Paeral,  pangkat
Peogeeiur Muda Tingken 1, peloogan. cosng . 110 telahe mebakoskan
pelurggaran tidak Masuk Terja sclama 30 (bma) b kecje tanpa alasan
vang saly Karepna alasan Bngsunssoea vailu Pejabal Pengawas tidak ada
ala Josvorbe, e vang memeriksa daol menanulkee Thods tusan Drisipling
Rirgan  kepada: Sdr, Steffanas  Kevin -bempa tegocin  fisao cadalah
Pejalmt Administrator,

Catatan:
Balai
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B, ook Format

Buirat Pangeilan
RAHMASLA
SURAT PANGGILAN R Rl
L ] 1 T e,

1. Beersama o dininta dengan hormac kebhadivane Sandara @

s B e ey S e e g Ay S S S
MIP E o i B o e w0 e Wm0 8 R
<Jalatan R B S0 Sl v S e ok PO o it S e L L R e R P
Lt Kera B R I R e e e O S L P A D
eiranel; inenghadap Relm.rm

R B R AR AR R E S o £ A A RS S AR P S
MiF =R R WY SRR s S NS L L ] AR Lo S PSR Er AR O
Paiiphat R T o e
<Jahatan B i gy e e T e e o i
pada

A P T i
Tannggel e R e A AR A e e
-l aami B e e e e G R

uniuk Cdiperiksafdimintal  Eeterangan®)  sehubungan dengan  dogaan
el ety AP - s R L R R R R LA L R L)
2. Bemikian wnimk di=ksanalar.

BRANELY st s e e e e
BIF Siaiadsaaaieis PR R R
Tembusan Ytho
1. . e S E=T
| PN EAALEET N R L T IR PR LT SR S ,

o Coret vang tidak perlo.
) Tulislah pelanggaran disiplin yang diduga dilakukan pleh PNS. vang
beraangkintan,

Catatan:
Balai
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I3 Cowdeh  Kasus  Pepjatuban Hukumen BMsiplin Kepada PHE Tanpa
Crlakukan Pemeriksaan Mas Dosar Betidakbadiran PRS S ang
Giepsangkuian Dalaon Pemerksaan,

Csrmiob

Sdr. Azrlel Fiovah, 8 Kom., pangkal Pensts Mukda, solongan miang U fa,
Franata - kompaiter,  dkloger  mekkakoan [-‘P.I:thgm.fu"-nl Crigiplin.  Ulrsiak
mengrtaliul amy membuktian  pelanggamn - yang diduga  dilakekan,
HdroAziel Fizgah, S.Kom., dipaoggil oleh atmsan langsnngnya secan
tertulig pada wangeal 5 Chktober 2022 uptuk hadic dalam pemeriksaan
poda tangesl 17 -Okkober 2022, tetapt Sdr. Asnel Fopvaly, Blom. tdak
baachiv pada bav pemeriksaan yang telal diteookan

Kemudian pada emogeal 17 Gktcher 2022 atasan langsungnya mckakukan
pemangeiian kedos secaern lertulis kepada Bde o Azriel Figeady, 5 05om,
unruk: Dadic dalam peoeriksian pada Tanggal 27 Clober 2003

Apabila pada’zasl Enggal pemeriksaan pemanggilan kedie Sde. Azviel
Fizvah, S.Koon tdak juga hedhc, mweaks Pejabast vang Berwenssg
Menghokmm  menjatulikan Hukoman TAsiplin berdesarkan akal Tmkii
dons keterangan  yang ada  tanpa  dilabukan  pemerikBaan  ferhodap

P yang bersanghutan.

Catatan:
Balai
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1T, Coatol FPorma
Ferita Acara Pemeriksaan

FEAHASTA
RERITA ACARSA PEVERTESMAAN

Page harl - il oo el e Dulam e e A0 g

savadTim Pemenksa masig-masaeg 4|

1. Mama b b e e S PP S LY LR S e R
il A P TR Tt A Pt K TR TRl e e e oy R, R R
Jabatan e T e e T L A e T b e AR e R e T e
Panghat L A et T e Al i
Jalbtan e e e o B g S e o

e el

beddasarkan wewenang vang sk pada savaf Socat Pennkali®] nnnni s
telah melakakan pcm-u:nl{s-aa.n terhadap

Mima 2 N N e e e P e o ond S R o i e kb R e AR e

T batan P S TRty T B NP By e pe N R N e N

it Kera. A s TR T e e e e e

Raren Yadig In'i'ami'ql-:'l.tTmh didugn eled mekikuka pelanggacan l-r'rr'ﬂ:ldn]'l- leesber gt
Pazal ... caval o, ol aagka o Pesbioan Peoserindab Neanor 59 Talun 20021
tentang TEsiplin Poeas) Mege i Sipil.

1. Perhaimam -

2 ‘Peranyaam

3 sk
Deniikian Bertn Acara Pdinerksaan ini ditoal undok dopaet dipunaken sebagaimmse
megiEng.

Vg rltpcrll:a.q- Fc_mtml I—"n:mrnke.a ,I"I'uu F: ||1:*-nkaa b
N ma 1 1. Mama:a
MNP ] EIF !
Tanda Tanggan Truwba Targan
2, Mame '
MTE
Tamda Targan
3. Dat

M Coretyang txladk perhy

Catatan:
Balai
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12, &  Coiteh kasiss Penjaiuhan Pukuman Desiphncieh Pejabat sang Lobih
Tinggl.
Santoh:
Zelr, Anpodta Burshman, pangkat H‘tngﬁtnr,_mﬂmmﬂ ruang /e,
Jubatan.  Pelaksap, o pocka statu Instansi  Pusatl, diduga  telal
melakukan Pelanggavan Disipling Sewelah diperiksa olely Pejaban
Pergawsas,  Wwrmvatn bokomeneys boropss Hukomwan Dhisiplin
Limig ket sedatg.
Dalam hal  demikizm, Earens ewernsmnssn oantek  menatolikan
Maudewmman Dhasipdim tingkat Sedoang meapakan kewenangan Pejalal
Ao imistrnler atan pejobal vang lebili g, maka Pejalal Peogswas
membaal poran basil pemeriksaan kepeda Pojabat Administrator
ata pejbat yeog lebill tibpg  diseriai dengan berita  acers
et T EL

Catatan:
Balai
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%

b Format oo Heesil Peaneciksaan
Petarggaran Disiplin

Kiepadn

WL s g s

b5} e A e e R e

Dengan ind dileporkan desgen bormaet,

an;'-ra,."i'uu Peanerikan ¥ telah celoduiban pooeribksaan l¢rl'mdﬁ.p

hmri

Hama

HIF
F'ﬂ.l'lEk.ll.T

Jobatan
Lraig-Ecja

A e s e e e e e

i e E et

RAHASEN

bahwa herdasprkan:-hasil petnenikenan peada

[ TE F 1 TFT1 7 L | S

b ol o el o e e e o ey e e e P gl e o e

Papdgsarkan hisal pemeriksann, dapat kam lr?mrhrmmimﬂni.l:m fkut:

FPELANGGARMY

TWANTU | TEMPAT |

CAMPAK
PERBUATAN

FRETOR YANG
MERINCGARNRAR

FAKTOR YANG |
MEMBERATRAN |

Lo aing Dersaupkuten todnka melakokan pelaogseaoodisiplin ...
chire Bnmiend s ke

Hehinpga

RITH 1 dijathi Huknrman 'nma:iptim

i Hﬂ'ﬁﬁ‘ﬂﬂliﬁ‘ﬁn ik meenjEmdkan. mkanean deiplin Bepadas PERS tergebat diatas

e kan kewenga ..

Selnrbiomgan dengan al tersebal disunpaikan et .ﬂ.{“m‘:ﬁ I’Eﬂl'lulikﬁ.i:!n Eﬂh;‘p!iup
Frég vang berssngbutsn untek digusakan dadaan penetapan Keputisan engatihan

Hurkaiman siphing

Detnikian dissnpaikan aniak dipergunakan sebeagnimans mestiova.

Tembusan Yih

-

Yang melaporkan
IAtasan Tangsung Ketta Tim Peerniksal,

PRS2 11

| Coret vang ldak periu
£ Teiluh sonind detgan pejatial yang bemeenang mesghnko.

Balai Catatan:

Sertifikasi

L. UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat |

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik den/atan hasil cetakannya merupakan alat bukt yang sah™
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13w Conloh Penvusonan Tim Pemerikss

By Alvian Andhiks, papgksl Peoota Moda, solongao raang 1007 a;
didugs  telalh melzskukan  Pelanggaran Ddsiplin, yang  ancdaman
hukumannyva berupa Hukuman Bisiplin berat, Dalam hal demilian,
PR membentik  Tink  Pemeriksa vang  terdied  dad  amsan
fangsungnya, unlt kega yang membidangl pengawasan  internal,
blt berfa yang wmemblidaog k-::'pq_;:—lwaian', aban pojabar laka
sang ditunjil.

Catatan:
Balai
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b Coaieh Pocoeal
Pembentukan Tim Fermeralesn

RAHASLS
PEMBEMTURKAN TIM PEMERIESA
L s L

L, Berasarkan dugsan pelingparan disiple vang diakekan oleh Sde o
WIE. o pramgRal s cjaletann o malee perlo dilakeksn pemarikaasa,
2 Mengingal anchman hubsnmannyn. berupa bekoman. dsiplin scding ofoo beml,
Ak peerin menbrastok Ting Peimeridss vareg weedini dean:
A At ERELERRIT
Miama T R 7 et A A e B A d e e e s PR i s e o B A s
HiF © AL LR AN R R AR REY K a1 L T LA S LR T
Parpial S ol E F e i TR P F L e e T e R SO IR | o PRTRE [
Jibatin o L e e
b 1msir pengawasan
i et B T S B I o S A i
Wi N A o T A e e e ot A b 1 el A B
Jiahatan T N et o e A S L T e e b i e et e
0, TIEAC RepeganTia
Mama P e s e o E e o e S A TP RS G b
d. pejmbl lnvincysimg diurkok
Maman B e ot B S Ty
Parngkat e T e D T i T

Jduhaiamn s ey b e Lk Ei i gk et e S0 e i Lot Tl
do Demakinn wnbuk delaksarstkan sebagsicnans mesLlisna.

m?i-;!}?cﬁ_hihlnL yang detonjul %

PAICERAL = v aae  n K e b

Tembmzan Yih
B TR T Com For N Fr riws FELERET T [ A (o Dommserpe, BAUVCE

1 Corct yeog noak el

Catatan:
Balai
Sertifikasi 1L UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat | “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
Elektronik 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStE

%




L4, Combol Mormesat
Feputusan Pembebasan
Sementarn Darl Tagas dabatannya

P o R R I o T e e L e A ! |
PN o st o e i bt A R G E R

FENGAN FAFIMAT TURADN YANG MAHA SA,

......................................................... )

Menimbang o hahwa TR o Kéelsnoaran I_.:-E-'IZ'I]EI'!HH{-I:&II Teriiadag
abas, dugaan  pelEnpgacan -:H{-:L]_i]_hl terhadap  Pasal e,
avat Lo - huraf oo, angka ..o * Perataran Pemerintah
Modnor 99 Talwoy 2021 eotang Pisiplin Pegaveai Megeri Sipil
vang ancaman hukumanny: berapa hukoman disiphin doghat
berat, perin menctapkan Keputusan  ientang  Pembebasan
Serrierriar dor Togas Jabialannys;

Minigignl o Usdapg-undang Momey 2 Taben 20484 wemptang: Aparatur
il Mepara,
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tabun 2040 tentang
Drisiphin Pegotvad MNogerd Sipils

4. TPeraturan Badan RepopawdAian Negara Nomor & Tahun
AEE tenlanygz  Peralindm Pelaksaos:an Peirataen
Pemerintall Memor - S4 Tabuan 2020 weptang Disiplin

Pyl Megeri Sipils

MEMUTUSEAN:
Menetapkan
HESATL i Mombebaskan semenlarn dari tergers jabatan Saodara;
Mama e iy A o g ) D
HIP F R e e e i e e
P'[-l_ﬁ!.;i!i-ull e e e s e e
Jabatan s mr T A = =
Lhat leeia . e i TR FirE e AT Bt T SR
terhitiiig mulad targgal e o osammpad  ditetapbisons

kepuiusan  hukuman disipling . karcna vang - bersangkutan
didugzn melakolkan  perbostan vang melanggor © kelsntaan
FPasal .., avat . hamt o angka-. o Peratmran Pemerintah
Memmor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Neperi Sipil.

KEIYFN L Relaa m:fl'ljidl’rl.rli I:a-e-.'ll'll:xlzl::l.'.::k.:.l:] T h N 8 b R 1 ol RTTRIES
gabatannya cschagabimana dersebut pada Diktum KESATU, .
R Pl BT s i o i s o Aersebit etap diberikan

Catatan:

Balal
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%

Balal
Sertifikasi
Elektronik

hak-hak kepegawalzinya. sesual  ketenboan perabican
perundang-undangane.
KETGA : HHE:H_I[l'L‘.-:'.ljl it ki beerlakon |:|-'|,|:Ir-'.i 1.'.J|:|E.mal |‘||'“I:-P.I,|_-|;|;,:||-'_"n1,:||,
hEEMPAT sohepotusay ind disanpaikan kepada vang bersangkooaian wnimk
dilalesanakon sebapaitnang mesting e,

Eribstapkan-adi oo i ]
pacta tanperal i s e e

A

AARESAN TANEESUELE i i i

Daterinns SmEged, it i i i

MAMA

Tembusan Yih:

2. Pejalaat laln vang disnggap perhe.

I Tulislab pacecjabaian deod Pelabat veng Berwernane Monghokoam,
4 Dl sesuad kebulnban
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13 Spntoh PRS vang Dibobaskan Scmentara Darl Tugas Jabatannyva.
Comtoh: Sdr - Rizky Saputrs 5.E., pangkat- Penata Muada, T 1, golongan
a1, Jebatan Pengawas, pada sual Inslans Pusat. Yaog
bersargkatan diduga welal melakokan Pelanggaman Disiplin dan’ ancaman
Fmkumermya berupa Hokumean 2isiplin Beral. Dalam  hal demikban,
piktuk meipelanecay poineriksdan, atazan . langsangnya vaite Pegabat
Administeaor dapat membebaskan sementar  Sde., Bizky - Sapit, 508,
darl tagas jabatan schagal Felabat Pengawas seiak vang bersanglkutan
chiperiksa sampal dengan dhiciapkannys  kepumsan Huokuowan Eisiplin.
Solama - dibebaskan scmentars - dar tupas jabatan schagal  Pojabat
Pengawas, yang bersangkutan masih betap masak dan Bekerja scrta
(R Laa L 0 HE penghasilan penui sersnlal kestesiusTn perEtaran

perurlang-undangan.

Ih: Coniol Kasug Penjabubzn Hukoman Oidplin Berdasarkan Faksor don
Crampak vang Dhitimabeailkcan,
Contoh 1:
Bdr, Jdemmy Aditva, seorang PNS pada Instansi Posat,  diberiksmn
kepercayaan uniuk memsancakag kompoler yang omenapakan barang
milik megada: BN Olch vaog bersangkotan, koopoter fecsebut dipakisi
secard sembarangan  dan digunalan  kdak osebagalnemng  nestnva,
sehingga mengakibatkan kerisakan pada kompober wérachul Alas apa
yang diperbuat offh Sde Jemmy Aditys, Unit Heija vang menipakan
empatmya. melakssnghan  tugas monjadi kekwrangan serana  dan
prigamns ik mendukung. pelaksanaan tiges kedinasan, Datam hal
demikiz, pertnzan yaog dilakakan olel Sde Jemmy, Aditya, dagat
dikategorikan  sebagal  perbuatan vang  berdampsk  peganll  bagl
Linit Kerjarmsa:
bk 22
Bdr, Farid Euwmiasscan, scorang PRNE pada lostansi Pusat,  diberikan
kepervavaan uniuk mengnmakan  komputer vang mecrupakan barang
milik pegara (BMEL Cleh vang bersappkutan, kompuler leasebut dijual
socara  lidak sah yvaeg hasil  penjunalannye dimanfasikan  untok
lepentingan pribeadi. Ketila ditakolen pemeriksaan teshadap pengelotann
bassung wdlik megan oleh insteansk vang berwensng erdapal catatan ahwa
inslanst empal Sde Faekl  Bormiswan bekega tidak et dalam
metakukan  pengslolaan barang il pegara Dalam hal  demikian,
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perbustan vang dilakuokan oleh Sdr,. Farkd Kuwrniswan, dapat dikategorilan
sehagal porbusian yang berdampak negalif hagi instaosi

Cromtall 8

Sdr. Iredrg Suhendro, Cseorang PSS pada Instanel Poasat, diberioan
kepercayaan wtuk mengginakan komputér vang meorupakan barang
milik pepara [(BMN]. Koompuotes wersebal dipskei okl vang bersangkitan
ik mengelels dota vang erkait deongan sistem keamanan don sl
T, Az kedlika Keonpader resebar bilang ketila vang tn_:r:-:u_a'lg.;__l-:_l.lh-:m
sedang mekalnikan tgas di luar keta karens: kelabalannya sendik

Balam hal  demikisn kaumna kompoter yang hilang berisi data
chanry cloBurens yYang terkadt dengan Resauonan doa medasia negarn medon,
perbamtan 2dr Indng Suhendere berdampal pegatil bag  pomerintah

ksl negars.

Catatan:
Balai
Sertifikasi 1L UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat | “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
Elektronik 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStE

%




17, &  Coptch Foermat

Kepuiusan Hukwman Disiplin Teguran Lisan

BEPATUSAN oo vmvssinsons s s smsn s snss s snsssns S 9
REEICHRR s s b b s

GEHGAN RAHMAT TUHAN YARG MAHA BSA,

Menimbang roa  Babwes berdasarkan  hasil poucrikssean S4dr i by
i R e e tedah eerbaktl melakukan per |.'II.IE|.I.EIJI 'I:u*n.lpa

b ke prl.hll-:hrl fermz: tanal IIJE:HJE:H.!]'E:IIH pelangganmn IJ:II:rmE-'c:]:
kefentuan Pasnl oo avad o barad e dnghiae. . Pomstuamn
'I:"::|';:r=|'i||1r|'ll. Momior @ Tahum Eﬂljl i

DL A o R R e i T e R i R T S e e s

d. balwa ontok menegakkan  disipling - peclu mengiolikan
Faknmiany disiphin samg setimpal dengan pelanganam disiphn
1l,a-.u.l:q.gt‘lii;ull|.|.|-{:1|:||:|1l_.'=t;

e chahwm berdagarkan porbimnbangan sobagiammana dirsaksad
dakana: harof s, horal b, oo e das Iooad o perdo
el knn Repuatusan fenfang Peomlaban Hukuman Disghn
Tl:'ﬂll.m;l Lisiun; .

Ml rigiEgAL L Undang-undang Moo’ 3 Taborn 20149 earang Aparatie Sl

Mizjpar
2. Poeraturan Peoeclmals Nomor 94 Tahun 2021 tentang Dd=iplin

P garan Negon Sk,

4. Porattiran Hadan Kepegawadan Negara Nomar & Tahon 2022
tentang Peralufan Pelakasnnen Peratirsn Pemerintaly Momor
A Tabean 20221 entang Displin Pegawal Meged Sipa

MEMUTLESIAN

Mencitapkan -

RESATT henjafuhkan Bukwnan disipin bempa Tegomn Lisan kepade)
Mamn e i s e o N R F e T
LR I savmimosaimineg WA R R A
Fangkat L il LI g VU bl GOk g
dabatan L SR e R A R
Lnit Ketia i e M T M e T
kavems vang bersargkuman pada \ngpad G Sliannaea o Ty
ebaly  melsbuken  perbostan vang  melaogesr  ketentuan
FPraual ey BVRLL oo [ 1 - :ﬂ_ng_l-m ...... Feamturan Pemenintah
fonior 9% Tahun 20021

BTN ] F'.‘.r:_|_11|1|||,'|:-||1 i sl bierlako |:|.u|:|,a. [FET R k;.r:'l.‘ju l:;lﬁ- [lima lrla.'sll
terhitomg  mvlEi  fenggal  PHE yang  bemeanghuian  menenimn
kepaiusan sian hann kega ke-15 [fina o belagy sejalc tangal
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diterimanya kiﬂ.p‘nlrlsal:l Hukunran 'I'.Lis-'._ipF:il:l VAT alilcigiin ke slmmgt
RS yang bermongkulan.

RETTOA H H_r_:pnil_m.a:n imE dissmmpaikan kepada vang ersanpkatn ontok
dilakssnakan selagalmana mestinya

Erskekapboam dli oot e seann
FEET B R A

Tembnean il
I 1 5 Y

2, Depan Bidang  Sstem Informinsi Eepeaawainn - Badan - Kepepawainn - Megomm
da Jekarta:-da
A Pejachin By diingea e peda

S Tuliskh peme jebatan dan Pejabat vang Berwepang Mepghulkom.
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b Contolr Foruest
keputisan Fuakaman Disiplin Teguran Terulis

MOMOIR v cvvssosismmsspotpasinaaces

DENGAN BATMAT TUHAR YANG MATIA ESA,

.................................................................... i
Menmbang foan bebiva meniret hesid o pemfnibksnan A oo e
f 11 e R »leBeEE Terbide nselak ok 'pn:J'I:-u.:lLa:n I.'|:':r|.|'|:-:|

b, hshiva, pednalan, ersehol menapakan pelonesacan ledlestap
ketentuwan Pasal . ocoaya o Bl L angka L Peratursn
Pemerintah Moamoor 0 Tishon 2021

d. balwea untok  menegabkkan digipling perfl mengatahimn
huknpan diphie vanp setinpal dengan pelanpgroan diziplio
i, gl nkamangiy; .

o, babws  perdasacd;n perlimibangan seimgnimann dimaksad

C o dalam hurod H, bagal b, Bl o dan haealf d psrda
mepsiapkan Keputisan wnlang Pen@niban Hukiusen Disiplio
Teguran Tertlis,

L‘ll’.":l'l._'ijﬂﬂlll 1 L. lJl'H]ru‘;g-lll:u;!nng Momnr 5 Tabmin 20014 fentang Apasaior &i]:-'i.'l

Wepm ' '

2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiphn
Pegaveii Nogeri Sipil;

Pl ol e e e e R L ol e e ke TEESRETr

4. Perabusn Badan Kepegawdian Negmn Kemar 5 Tahon 5022

. lenilang Feazburas Pelaksanaan Peoabmsan Pemeriniah Normaonr
4 Techumn 2021 tentang Disiphin Pegawed Mogerl Sipdl;

MIEMUITIISREAN -

Mk-neEaprkia

RESATL ¢ Menjatuhkan hukuman disiplin berops Teguran Terhulis kepada:
M B e e e R T
Fampgkatc R o R PO S B BRSSP E el i Vit
Jabatan B8 b 2 i M T2
it Kegin TR T e S R S Lk & faian
karena vang bersanghutan pada fangeal oo s telah
méaknkan rerhtan Vit e melrmgar ketentign
Pasal...avat oo, Bl Ly angka o Feraturan Pemeringah
Iy Dd Talvon 2021

RIETHEA Fepuutnssm i madel Declako parda D kegja e 150 o Lelis)
Ii.~1"|I|.llu:|||§1_I mikil 'I'r.|.1|£p;nJ PRE  wnig  Bemsangbodan  meeserioms
kiputusan alan har kera ke-15  (hemy bokss) sejaks tanggnl
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difermanya keputusan Hukaeman Disiphio yang dikiio ke alsomat
PHS wmng bersanakoian

RIETTCA, ¢ Beputusan bu dizampaikan Eopada vang  borsangkutan wntuk’
dilaksanakan sehaganmana mestings,

Diitetaplean di .oonaoaiio. pob e
[ Ta P S TR S S e

AR 5 z At |
MAMA oo E LT S e o e i M B g e {d

Tembusan Yih

- Jakarea; dan
4. Pegabal lin veng dunggep peaiu,

A Tuligdah deans pbatan dar Peabat vang Beowenang Benghobo,
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i ot Mot
Reputusan Hukoman Diziplio

Pornyataan Tilzak Puas Secara Tortudis

PRPOTISEN o A e s
BOMUEIE Lo e e o e

DEMNGAN FAHBAT TULLAN YANG MAHA ESA,

.................................................................... |
Mo bang ooy babwen Besddienckan bl opeunenbssan Sdr R
1] | e e A T, telaly ekt melakiokan |JE|"L‘II.'| 11::|||| b I:IFIH.
b Bahwm perbiaiEan ersebur merupakan polinoggamn  erbadap
'I-ri':li-'nl:l,:,r-m, Pzl I | EEHEE [ RET R IS nngl.:n eeen Pegmbhorsin
Pemernintah Momor @ Tahon 2021
S I

d, babwm umtok menegaklan dikipling perio menjatubkan
hukwiman disiplin yang setimpal deggan pelanggaran disiplin
vana dilakukannya,

e hahesm boiasarkan  pertbinbangan schagrimans  dimaksod
dalam b a, I'hlmf b, humf e, dan homd d perlo
aecrefaphkan Kepifiisan tentang Pengetuban Dukoman Desiplo
Permyataan Tidak Puas Secsra Tertulis;

Meagingad oL Undang-undong Momier 5 Tabon 2004 entang Apambar Sipal
Ty, '
2 Pemiumn Pemerintah Nomor 84 Talioe 2021 tenlang Distplin
Pegawai Nogeri Sipil;
PN i LR Ao ol S o o T Eo e R R ol S L L o R s i |
4, Pemamran Baden Kepepawatan Megara Nomor o Tahoan 5002
wrtang Peraturman Pelnksoaan Pemlun Pemerintah Nomor
W Tiahun 202 T dentang Deiplin Pegawa Negen Sipil;

MEMUTUSEAN |

Mlcam g kan

KESAT ¢ Momdatulkan huknman disipline berape Perayataan Tikak Pias
B Tertilis keEnda:
H-Eﬂ't'l,?t T BRI e el e i Mt LR R e = 2
H.I.I'.I.Ekﬂl T L el Lt L
b lan PR L S O g e R SRt ¥ s e
TInit Beram S o R A0 L 0 B
ke yang bt:r.s.-mgkuum Pl BENEEAl e e r
telah  welakukan perboelan veng melanggar RKetentuan
Paaal ..., aval ..., bumfoo..., angha ..., Perabaran Pomerintah
Monisr 4 Talme 2021,
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KEDUA P Eeputusan ing wula berlaka pada han kenjs ke-15 [lima belag)
terhitung  mnlal  wEnogal PRS- panpg bersangkotsn menerios
boeputusan atan han koga RKe-ih (foa - belest o sk langaal
diterpnanya keputusmn Hukumesn Dhsipbn vang dikidoe ke alameat
PHS wng bersangkutan,

Wl TG, ¢ Beprtusan ind o dEampaikan. kepeda yeng bovsangkatam otk
dilak=anakan sehnpahnans mestinga,

Dilﬁlnpk_p_l;l B s O e e
Padi EREEE . oo e
NG oo 20 T b b VPRI L e
HIF . -

Teomlesar Yy

A Deputi Pedong  Setem Informdss Repegownin Badon RKepopaamian Mg
i Jabmarta: dann .

4. Pembal lndn yamg |,1|';:.:|1p_lg,up I.I-E':I‘lLI..

M Tudizlah sama sabatan dan Peabat vang Berwenang Menghukoum,
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d.  Contoh Format,
keputusan Hukuman Disiplin PFemotengan Tunjangat

Ié'iué;l‘jﬂ Subesmr 25% solama G fenem) Bulan

DERGAN BAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

.................................................................. “

e nimibang toa bahwwa berdasarkan sl pemerBsban oo i i
L. T e P AR | Coed s s lekah tesbakit
el R e hummn. hEr.qu :

b balwes pocboatan fessebul e |:'|.|:|,h-.|]-!-$|| [.H_Hl'l.;_.mal i T.l.':_l"h.ﬂu:hii!-
betentuan Pashl . avab o, bl o cangks L, Peratioan
Pemmeringh Homor 04 Taluin 2021,

A babwva  wnduk menegakkan displing, perln menganiikan
binknman distphin veng setmpal denpgan pelanpeacan disiphn
v o ilakoiden ey

o balwwa beedsssrkan pertibaospsn sebagaimans diosksod
dalam woraf ca, b b baod o cdans ol d 8 perly
mencfapkan Keputugan tentang Poogiuban Hokuman Dizgphn
Pomotongan Tungngan Kinsga sebesar $5% (dua puluoh lims
[ A selanga O fenam) bulan:

Mengingat ¢ 1. Undang-uwdane Momor S Taban 2009 teotang Aparatur Sipd

M parE;

A Peraturan Pretecintah Momar 91 Tahuin 2021 teatang Insiplin
Papmeal Negen Sipak

e e P e T S L g e

4. Peraturan Badan Kepeghwaian Neparm Momor O Tahun 2023
tefitrng Peraluan Pelhbkzansan Peraturen Pemerintah Nomor
a4 Tahin 2021 e ntErg sl Pogawal Negen Sapak

MEMUTLISHAN

Blereiapkan

KILSATTI t Ml;.lnijajl.lh;'lr.mi Fvusls oA d'rr,:i't:l-iljn 1'!‘:[1I]1ICI Pmrn:-lm::.g:l n Tl_'lFi.hi-«Hrli"Hl'l
Fimerin sebesar 25% (du puloh Hma persen) selama 6 [enam) Lidan
Mana e e S e
MHIF T e N T e e A VO
Fangkar | R A duid s ARk s 18 T TV 1 e
cabatan TR e T T Ty e o L e, S s
[Trei T'.'_mj.p ettt NI R TN LA & N AN TR LR R R LT T 1 1
kevenen yvope . barsangkotan  pada WREEl o e e
Lokl ek ok |;u=._|"|1|,1.uj.'-||1 YA |1:|rr.e|uggi:| keleniuen
Pasal .. avat.eg hamf . amka 0. Perphuran  Pemerintah
Mogr 94 oo 2021
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HRELLEA ¢ Yerlinmg muled  tanggsl ... balan .. tehume, ;. araengan

Rimerie - Sdy, oo Dipotnme 2obeear B e
| A L R T, . 1) 1 R e AR
{isvieen L o L 1, dan ﬂ;ﬂl‘hi,lll,lLﬂ [SERLLE T Mle o
dan .., toaber ..., topjangan kinegjaova dikembalikan pada
blInj BiEaTy Kimcrja schnala,

RIET TN Eepuiusan ind muldd beglaku. pade ha kega ke-13 (lima Telas)

terhitung  mulsi  tnggal PHS yang  bersenghutan  mensriies
kepadusan atan Tarr kega ke-15 [lima - belasy scjplc tangial
ditcrimanya kepotuzan Hokuman Disighin vang dikinom ke alangi
EHS vang bersangkutan,

REEMPAT Eeputuzan i dsampaiken kepada yang borsangkuatan uotuk
dilakaanikan sebagaimiana mestinga,

Dritetamhan di e saiiiio ooy
pada Bzl S

MIE: Saadsithnsissknler e i

Temlnmsan i

P L e L EL L L C L L LA teE T 1] 11 4

2. Deputi Pidong Setem Informas Kepegawnian Badan  Kepepawsian  Megars
i dakprma; dan

3. Pegabal lin vang donggap pedu,

Tudialkah mamea abatan dorl Pembat vang Beowenang Menghakg,

= T Misd sesnai kehotabei.

R 2
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e Contob Format
Feputusan Hukmpan Disiplin Pepiotongan Tanjangan

Finetis Bebesar 25% selumea 9 (sembilao) bula

DERGAR RAHMAT TUTHAN WARCE MAHA TH5A,

Bdcriimm baig - o bahws berdazarkan Bagdl pemerilsman oo A
= A T, Yo s Ty L1 vt iesiodi e e bkl ter bkl
el perbusian b-eﬂ.q.'m T e

b Dalowes perboaizn terselne :|.|.r-.’“~|1|'|}ﬁ.b:a-|:||. |'l-e"lr:|||:;ﬁ&11-1|'r {cﬂ'lm:lup
kEetontuan Pasal o ayat o, honad e anpka Lo Perabaran
Femmerintaby Mommor B4 Taluowm 30XE,

A balosa untuk rm.ncgam:au :IjHJphn. perin menjamhkan
buskuman disiplin vang setimpal dengan pelanggassn disiplin
yarg dilakukannya;

. balova  bondasarkan pomtimbangan  schagnomans  dimeadsad
dalagn b &, bl B hwewd ¢, dan boaral d perlo
mei tapkan BEepuivsan tentang Peaaiuhan Hukomao Disiplio
Pemotonpgan Tunjangan Riverpoechesar 25%% (dua parlul Hma
persen] sclapa 9 (sembilan) bukan;

BTl L Ursdangsundaog Nowce 5. Tabun 204 lentaog Aparator Sigl

Mepnr;

2 Peralvioan Pepenodsdy Nosaoe 949 Tahiuin 2001 ELIEETRETS I'.'Iixig':dill.
I"-:anqm Megen Sk

3 Lo LN TS

4. Perahmian :Iiadan prﬁ-,a'l.'.‘a-mm t-.le-gara Hcmmr G Tahnn ¥z
tentang Peraturan Pelbbsanaan Peratiran Pemeruitah Hemor
Bt Taloan 028 peavtang Disiplin Pegawial Negen Sipdl,;

BAEMLTUSRAN

Menetapkan

RESAT : Menjatahben hukomsn o disiphin bonapa FPemotongan Tunjangan
Rirerla schesar 23% (s pulub lima persen) sclana 9 (=embilan)
bulan kepada:
KNI O AT L S A AL iy
Jdabaran e BREM L Ly L
l_.-||,|_|,.h|_-g||_'|_ T e o e B A R P e
Earena yang lrm:mgkumn pada tamggad i
telaby melakubkan  perbusdan veang  melanggar kstenfoan
Pasal ..., &yaf ..., homf .., angka ..., Pemsiursn, Pemerintsb
Momor 94 Takun 2021,
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KE DT, ¢ Terbinung mouksi temggel o balan o, babun L, mpangan
Rimesrges Ba1 oo dipotong sebesar B oo

AR LR PR S SRRt SOPRRII, o 111 1 i PR 14 s i S R e
YR e E D oL w2 SNty e g [ [ :_'r.rl:i,lll_ll.g il Hll}mﬂ| .....

budan ..., tahun ..., tonjangan kinegaovs dikembalikan padn
tunjamgan kimerja e,

KETICA Feputwsan iod mulal beglakn pade ha kega Be-L3 (lima belas)
terhitung  mulai  tanggal PHS. yang  bersenghutsm  mcensrims
kepatugan atan hewi kogse ke-15 (e belash o osejpl tanggal
ditermunya keputusgan Hokaan Dhisighn yvang diknm ke alangt
FRS vang berwangkutan,

REEMPAT Eepubuzan b desampaiken kepada vang borsangluatan wotuk
dilalessnnken sebagaimang e stinga,

Lrtetaplam d i v
Pt gl oot R T

Tembamsan Yih:

4. Peputi Bidang Bistem Informam  Repogawnian  Badan © Kepopawaian  Megas
di dakerma; dan
3. Pembat lnin yang diemggap periu,

Tidiskah madea abatan darl pejabai yang borwenaag menghbibnm,

=4 i sestal kebatobzn,

-
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Balal
Sertifikasi
Elektronik

£ Contob Fonnat
Feputusan Hiskoman Disiptin Pesodongan Tanangan

Rinerjn Sebesae 25% solama 12 (o Belas) budan

DEMGARN RAHMAT TUHAN ¥ANG MAHN ES8,

I ettt ety e At ety ey ey e ey e e

BT b 4. Bahwa Uerdazarkan hazil pctm‘ﬁh:man e i T
AR e e . MIP, R R e TR T . H:lnh t-[*rl:-uktl
welkakan poy |.'|l||.|.||I: A berngel.. rei F B R ek SRR

b babwa gerbuatan tersckut mmmlmn rr{:hn*gg:&mn terhadap
ketentgan Pasal oo, ayat . bmad o angka i, Perahiram
Pemerintah Momor 99 Talom 221,

d.  babwsa umaek 1|:||-|1u|'.|;;|h:k_.||1. d:a:|[|-'||n, ;'.-ﬂrl,u 1|.:*113=|1|L!1]-'_:,||
Tnisbiisisan disiplin ysng - setinpil dengan pebangagran  digiplin
vaegp dilakukanngs;

¢ babwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagnimons  dimaksod
dalam  twdd ey buamal b bomf & dim ool A perbo
J||l;rl-.'.!.':|3:-[:a:1 Hl.-.p!ml.'lmpr: lentnng Penaiuhan Hukma Disglin
Pemmntoagan Torgangan Rinera sebesar 25% [diss pulule Hon
persen sclama 12 (doa belas) hakan

Bpngingan b Undang-undang Momor 5 Tahun 2009 wentang Aparair Sipl
Hegara;
4. Perabugsn Pemerindah Nomeor S Tabuon 20021 teptang Dhsiplin
Pepmwail Negen Sipk
& or et e,
1, Pcrnluran Batlnn I{ep:'g;awamn Hfann ]‘v!mmar o Tahun llir&.!
EIILHIIE Ferpiurat Pelak sanoesny Pemstosyn  Pemverindaby Mo

e Tk 20021 mntang Desiphn Pepawal Hegen Sapil;

MEMUTUSEAN

BMenecapkan

KESATL s Memjatahkan hukuman disiplio berups  Pemotomgnn  TunEmgan
Kinerjs sehossr 25%6 fd s palnh lma perseny sclama 12 dua bolas)
bualan kepada;
M 1 i o e e N e B
M R T I e RN O o o R 'y Y e M
Pargkat Pt e o AR A e g e o R ] e P
Jabatan g T L e e i
[RFET ] E{“I-::q.u e e CE S L R S
kit ymrg  beoucglootin podn aeggind oo i,
telal metakukan perbuaimn vang  meldnggar Hemeniuan
Pasal i, avat ., e L., angka o, Peramigan - Pemerintab
Nousor 94 Talnin 2021
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Balal
Sertifikasi
Elektronik

KEDLE, i Ferhitung sl tanggsl . buban L, tehun L, amjangan
R ST e dipotong sebesar KR e
(A RS R A N AT LR P 1117 12 PR s i el R e
ity e ey i et ol vt A R :_'r.rl:i,lll_ll.g mintlas Hll}mﬂ| .....
budan ..., tahun ..., tonjangan kinegaove dikembalikan padn
tunjamgan kimerja scruia,

KETICM Feputesan iod mulal beglakn. pade had kega Be-L3 (lima belas)
terhitung  mulai  tanggal PHS. yang  bersenghutsm  mensrims
kepatugan atan hewi kogse ke-15 0 [Hma belas o osejple tanggal
ditermuanya keputusgan Hokaman Disighn yang dikicim ke alaomsat
PR vang berwangkutan,

REEMPAT Eepubuzan b desampaiken kepada vang bersanglkuatan wotuk
dilalessniakan sebagaimang mostinga,

Lritetaplam 1 v iniessrriio v
Pt gl ot R A T

Tembaman Yih:

4. Pepuati Bidang Sistem Informam  Repogawnian  Bedan  Kopopawamn, Negam
di Jakera; dan
3. Pembat lin yang demggap periu,

Tidiakah mades pabatan dard Pembat vang Berwenang Menghabioam,

=4 i sesual kelbastubs,

-
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g Comoh Format
Koeputusan Hukoman Disiplin Penuminan jabatan

setingliarl Tebih eeodaly seloma 12 {(doea Telas) bulan

L LT

DERGAN EAHMAT TUHARN YANG MAHA ESA,

.................................................................. ™
Mie-ndinbasng # balwea  bendssarkan bBasl pemedisaan thia pemeriksa,
B A L s TR s i mipand s ¢ bolah terkake
T ol T O o U Ty T 3

Lo balwea pecbostan desscbal meropakan pelanggaran bechacdag
kewoniman Fasal ..., @vat ... bonif ., angka .., Peratocsn
Pemerntah Momor 99 Taln 20021

d. babwa anduk menepgskkan disipiin, pevio mengaielidsan
hkunan disiphing yaog setunpal dengan pelangearan disiplin
yaui dilakidernays

e balwva bersdasakan portnebanagan. scbagainmonn  dioeak s
dalem. harmaf &, humf b, wod oo, odan homf 4 peria
msnctapkan Kepatusan entang Peoaimlan Hokuman Dizgplin
Ponuruosn:  Jabatan  Setinpgkat  Lebih  Reodab  Sclama
L v bebas) bubadg

ﬁ.'k".l'l.'ﬁlll.!.';i-’ll. 1 1. EJ|.|.|:1!:'::|1g—|.|.|||:IH|1E Podeod' 5 Talon F004 Lisralaaryg A._|’|:1|‘;_:1u.r m!ﬂl

Mepiin

4. Pemmlurman Pemenntady Moanor 90 Talmn 2021 lentatg Tfl'iﬁiplj:n
F‘r._-.g.'ngﬁsi ?vl'r'gl,'.ri.ﬂ'ip'lj.;

e i inhaant SR L T EaEn ) B oah | STAR R LT e P T S i i M+ S D el sy S

4. Pesatisan Barlan Kepegamasn Negara Noaaor & Talian 200020
by Peratian Pebbsseen Pernlocn Peaeciotaly Seasor
O Taalwean 2062 | tentaryg: Thsiplin Pegase Negeri Sipak

MEMUTLSKAN :

Menctapkan

Risard ;o Mengatubkan  hokaman cdisipling berups Pemumanan  jekatan
sofimghat bebily rendaly selaang 12 (dus belasp bolan kephda
Mama L b e e T g b L A
Jabatan R TV et b R T
Lirtin Kerga b s e T A R R
karema yang bersangbuton  pada tARESAL e
telahy melakukan perhuatan vang  wmolanggar  keieniunsn
Peasal ooavat oo, bumf .. engks o, Peraturan Pemerintah
Momer 94 Talin 2021

Catatan:
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KEDLIN ¢ Terhitung ks mnggal e (01 | R : i e

27 | megamens gy MR, semialy maeraliednale foaban o

........................... d:!u:un];-carl mnensjad s Ebaban e
KETIGA Arss peniiinan gabatan tersebur,  hak-hakl  Kepegawagan tl:an

BRI i i ) e T digeauaikan deapgan jabatan werbam,
EEEMPAT ¢ Pengangkatan dalan aledan vang bam dalam esgha penuaniman

jabsaan setingkat khih remdah, dieapkan dengan kepotssan
teracmdint seEUAl kelenitian peraturan perindang-undangan.

KELINLA T I-{-r'|:||11,|;u~,|.=|1 iru l:u:lllm. berlakn pwwla hori kega kee LS [Tima belas)
I|-rI1:|r.'|u:|E _|,1|,|,|-!:|-:|1 1r||:|E.~EaI s YR NE hrn.nngkulm: 1'.||.|-|1¢r|1|1,r-'t
Beputusay  atan bhan kegia kel (lima Dobssl osejek  tanggal
diferinsanyy Kepiotisns Mok ooy Disapling vang dikioom ke skt
FIE viang bersanpkinan.

KEENAM ¢ Repuiusan mi didampatkan kepada vang  bersanghutan wnmuk
dila ksanakan sehagainans mrstlnya

Diitetapba il 1 e o
jill A Repagiae] o0l s bl nn i AR

i1, RN e

Teanbnesen Yid:

BL e R R ]

2 Depun Bidang Sketein Infbriossl Eepepaivadan RN A1 Jakacis; dai
3. Pejabat fon yang discggap pecli.

9 Tulislah nama fabatan dar Pojabat vang Berwe nang Meoghuko,
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h.  Coggdoh Formasad
Fapubissan Higkaiman Disielin P belsasan darJabsinan

Menjadi Jabatan Felaksang sclama 12 [dua belas) bulan

FIEPTIUEGINTY - s e e o M e b sl el i i S

DENGAN RAFIMAT TUTTAN YANG MATLA ESA,

................................................................... et |
Mo hang oA lssbwea berbasarknn hasil pemerksasn tm pEemesikes
[ TSP T LTSI TR st ML s g s s s  Fekil bkt
metakukan p-.‘mmtan Iwnlpa o ol

b, babhwea perbuatan bersebut namrpakm:. pcha.nggnmn tcih&daq:r
keteminan Pagal o, aved o, hooaf L acgka L Poraduran
Pesmeviniah Momar 9 Tabuon He2l;

i s 2 T PERTIILRY R

il b:-:dlv:a ik mq:m:[;akhm ﬁ:l.a-l.]}IJH ;pcrlu m-u:njatum:an
ko disiglin vang seinopal desgran pelangganmn displin
varg dilsEukannes,

2. babwa . berdesorkan . perticabangan sebagaimars, dimeakesed
dalam bl o, bocat b borof o, dan booof d peedo
Jrlﬁrﬁ'.-tp'lﬂin 'F.'rpl_rdl_l:mn Ieniang F‘;e_-.aij:ihl:'h:l n Hubkumman ]'_fli:-;.i]1li||’
Pembebasan  dan Jabedannyn Mongedi Jobatin Pelaksos
Selama 12 [dua belas) bokan;

Mengangat o b UVeedamg-unciang NMomor 5 Tahon 2004 fontang Aparaton St

Wegare;

2 Pemmabtvran Peaerintsd Noneor S99 Takam 205200 IE1JLH'H'1-H il::l'i:-;.i|:_:ll,||,
Pagavioai Megen Sipl;

b5 11 e e ettt e e ey e e b et e e e e vt e e I 1

4. Petalusun Badan Bepegasatan Negass Nomon G0 Tabnon 2023
wemtang Peraiuran Pelaksanasn Peratran Pepacrintah Momaor
S Falwan M2 temang Dismplics Pepgawai Wegeri Sipal,

BRLERLVTTISEARN

Menstapkan.

!-E[-:EJ\.'.I'LI' E ?_ﬂt“l'q‘i;ﬂkll"hlt.‘:n fombaimany  disipdin Is-e::‘tlE‘m porn beban dan
jabatannyn memadi jabatan pelksana selama 12 (dua belas) bulan
ke .
Maoka T L e D R Ry D ey
NEP ) A A L I B B B T LKL L 1 R
Pamgkat: = iasasas
Jahatan R O R T W B R PR R SRR T
Lzt hq:-].]a o | e e e s B R R
lemrmri NAIIE 1;-|=|a.jru._kul,ﬂ_1| s r.a:ll,gpg.l.t ) AT ey
teliaby mie ik k= E:-,-'rl;-ll,ul;-l_n VI 1||I=]..i||rggnr leeste i 1mn
Pagal'.... avat ,Bwmnl o, angka o, Teraturan Pemerindai
Monpe v Tahon 2021,
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KE DL, i Terhitung: moulad wmnggel e, bulan o debmEme e
BAC oo YRNE eemula. menduduki jahatan

........................................ dibcbaskain imeniadi jabatan pelakeana,
R TTCGA r Atas: pembebmssn, gabatan, tersebut, hak-hak kepegawasan dari

|| discaimikan dengan jabatan repbac
KEEMPAT ] E"cﬁgmw,ilmt&n dnlsim mbatan yeng ke dalaoe raveks perabebaann

davi  jabaterune  menfad]  jabatan . poelaksans.  dilctapkan
depean keportusan tecsendmi sesuai dengan ketentuan porahian
pt-.rl,ll::rnng_-l.lnﬂmqgan,

RELIMA Bepritusgan i mulaE bedake pada han kege Be-15 (hma Belas)
tephiiung  malal ua:laiggél PHE  yarg  belisangkutan meneriGs
kepodusan  adan hare bega ke-15 0 [ime bebask sejak  tanpgaad
ditcnmeanva keputusan Hukumsno Dhsiplio vang gdikino ke alsmal
FHSyang berangkutan,

REEMAM beputisan ini dizsampaikan kepada seang bersangkatan anink
diksk=spakan schagaimacs meatinya

Drltetaplan o e smasssrenss ven
pada targgpals o LR
THAMA i e
KiP e T i

Tembusan Yth;

L s g e e S W :

2. Depudi Hadang  Siskem [1lltl1mﬂ$q Kepegawnian  Badad Kepegawaian Hegam
di-Jakarta; dan

. Pegbal Kin vang Anmggap pedis,

4 Tulislah sams mbatan dard Poabat vang Berwenang Menshulkom,
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i Comtoh Format
Keputusan Hukoman Disiplin Pem berbeotian Dengan Hormat

Tistak Alas Permrintaon Sendici Selagod NS

B e e I oo SR e e A S TR s At Sir ]
TR R e e e L e

CEMGAN BAHMAT TURAN YANG MAHA ESA,

A e PN e R M e e R ]
Mednibang . ¢ & bahwa  beodasackan hasil  pemeriksasn tim peoerikaa,
R e rftt-".............-............u'-hh-mihub:n

mlakukan ]}[‘J’hLH:ILH.H t:-zru[:m 1 el s Fa b g
b balwwa perbiaatan feeschet mn:rupnk-au W]EIL'IQ,QBIF]I:I 1EF lm-ia]m

ketentuan Pasal .., Gyvat v, bl o, angks .., Peratinan
Pemerintah Nomor 94 Tahan 2&21.

d.  halwa Iml.l.ﬂ-: mc'mgn'l-:lmn r]l:ﬁl]'.-ltn p{'rl'l.l uurujmtd:tkan
binkmmian distplin sang setmpal dengan pelangeaan disiphn
varg dilskukaneys;

= balwa  beodesarkan portimbangan scbagaiosana diomaksuod
dalgm horaf a8, hoa! B wod oo, dan ol d periy
mencfapkan Keputugan fentang Penpioban Hukiman Diziplin
Pomberhentizan denpan Hormat Tidak Afas Perpintaasn Sendic
sehapai Pegaawai T:h'-gn:'ﬁ Hiipil;

MerganeAat ¢ 1. Undang-undang Bomor S Tahun 2004 tentang Aparatie Sipdl
) Mepars:
2. Perstigan Pemecintab ¥omor @1 Tahun 2021 tentang Diaiplin
Pepawal Mepan Sipd;
= R P R L e T S S DU U S S TIRY Bt DU LISELI e S e s g -

4, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Momor 6 Tabn .!EM._
tErRNE Fezitiran PelEkasmsgst Pembuean Femerinials Womsr
4 Talian 20621 teotang Thsip i Pepgamsa Negea Sl

MEMUTLUSIAN ©

erieda pkian

RIGATL i Bendatubkan hokuman dislplin beruga  pemberlontian  dengan
bt Vielak st pernriiiaan seeelicn selugai Pegawsii Megerd Sipdl
b predac .
.NM.EH\ b e R g e T A ] el
MR I R A A T G e T AR R 5 SRR R o
Fanghat T o T b AL L e T R e R b LR
Jabssam b b e o i B A e M
Cloul oziga : L R DTt i b ke e BT aE
karcms  yvang btl*&ungﬁ:mﬂn pﬂl‘ia’-.t mngﬂnl ............................ !
Iekeky melkukasn P EEaT YHng micla g ke lentissmn
Bagal o ayat o hamf s angka L, Peratoran Pemerinnah
Medogee 99 Taluen S0k 1,
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EKEDLA, i Hepedse Pegroved Megem Sipil tersebur dedam Dikhom KESATL,
diberikan hak-hak kepepawaian sesnal denpan koiwenimnan pocaiiran
perundang undangan ' -

RETIGA, ¢ Bepuhesan o omula berlaka peada b kera kes L5 [lima Gerla)
terhiitung  mulai donggal PRS yang  besapgkuian mensrima
Eeputusan ateu bar koga ke-l3 (Hma belasy seak  tangnd
diterimierya keputtisan Hukoman Tisiphin yang dikifm ke alamat
PNS yong bersangkutan.

EEEMPAT ¢ Eepulusan  ini dissmpaikan kepada yvang bersanglodan uniuk
dilaksanakan schagaiman cstings,

Critetaphkan di v
A TARIRIEL e e e

AR, e o e e
.| | R o L Ak L e

Tembasan Y

3 P ey e A e e

2 Filn::pul'l' 'I'_ﬁrh-lug Sismteo  Tnlmmesd !h.'i_,q;-ﬂgnf.vnj.:m Twdan H:W.Emrui.im M:gm?l
di Jaksria; dan

d0 Pegabal Fon vang dsanggaspe peadi,

4 Tuliskah ssma abaten doni Posbat vang Herweoang Menghobom,
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I & Oontoh Kases Pertimbangan dalam Menjatshkan Hukimean Disiplin
oy

Rualris Ariaa Soedibno, Seamng, PNS pada st Instansi Dasrah,

telah melabukan prengeclkapan Barang-barmog milik Negara h-E::*u!m

aled wilis Benlor (ATE] untuk lepentingan pribadi don tecbukti
mhekanigpar laeangan vaog Derdampak oegail pada insiansi vang
bersanghkutan,  Sehingga.  olch  Pejabat vang  Berwenang

Menghukum dapat dijatshbkon Hakoiman Disiplin sedang, Dengan

demikian,  berdasasrkan basil o peflimBaosan Pejsbat oyang

Hespweiang Metghoakom malka;

L) apabils veang bersangkuian by pertama Ealiomelakakon
perbuatan  Gersebul  dan lerpakss melabakannva  kErens
Eebutuhan  ekonomi vang mendesak, meka Pojabal vang
Berwepang Menghubum  menjaiubilan Hukuman  Dhisiplin
tingkat sedang benspa peanotonpan tanfaoagan kKinerja sehesar
Sa% fduscpuluh s porsen) selaea 9 (sembilang hulan.,

2 mpabile vang bBersangkiotan melalulannys  Eareng  uaniuk
mencaris kevuntungan  pribsdic s memperkava i, malo
dapat  diberikan Flukopian Disiplin tingkal  sedang
beripa pemilongan  tunjangan  Kioera  schesar 25% [dua
puluh lima perssn) selama 12 (duaa belas] bula,

b, Contoh Kasus PNS vang Melabukan Bebesge Prlariggaian Drsiplin,

Clombod

Sl Swdarvanio, Penaty Muda Tl [ polongan roang: 10, jabatan

Pepbhat Pergawsas pada suatu lostansi Posal Yang bersanghuatan

dituga  wlah menyaiabigordakan wowsnasngiya, Seclah ditakaikan

pemieriksasn oleh atssan langsungnes lermvala i sEmping
me nyalaligunakan wewenagiya, vang beisangkotan juga menerins
hacial vang berhibungai detuaan juhr-:'lém,.l'pukt'rjarm. Dialarn hal
demikian, vang bersangkulan dijatohi 1 [(saw]  jeats. Hukuman
Crisiplin yang terberat
e, Coptoh Kasus Penjatuban Hukomans [siphin vaog Lebib Berat dar

Hurkumean Dasiplin wrakhic yvang Permah Difptobkan Kepadanya.

Cunvtoly:

Bdr. Liviama Dewi, S.H., polongan mang 1/D, scorang PNS pada

gty Instansl Daeral Eoda, pada whun 2027 melakakan

Pelanggaran Disiplin ddak mrolaksanakan rugas kedinasan  yang

Catatan:
Balal
Sertifikasi 1L UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat | “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
Elektronik 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

%




dipereevalan dengan penih pengabd lan; kesadasan, dan tangoing
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Disipling yang lehib beral berups pesnarnsn jabatsn setipplka lehib
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funjangan kinerja sebeear 25% (dua pulah lma |J-'ErH-r-_-n] gelama 12
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jabatan cselon 1H-a

FiL KEPALA BADAN EEFPEGAWAIAN NEGAIA
EEPUBLIK INDONESTA,
il

EIMA FRREA WHESANA

Catatan:
Balal
Sertifikasi 1L UUITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Avat | “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah”
Elektronik 2 Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BStE

%




		2023-12-07T15:38:24+0700
	LLDIKTI 4
	Dokumen ditandatangani secara elektronik oleh BSRE




